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Menimbang 

Mengi.ngat 

BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAi'l BUPATI LAMPUNG BARA'!' 

NOMOR 5' TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl LAMPUNG BARAT, 

bahwa untu.k: melaksanakan ketentuan pasal 171 Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Pekon; 

: L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat JI Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembarai1 Negara 
Republlk lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaunana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerincah Nomor 47 Tabun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 No~or 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5717); 



r .( 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan Lemharan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang PengeloJaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor Nomor 225/PMK.07 /2017 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tahun 2016 Lentang Pembentukan 
Perangkat Daerah; 

Barat Nomor 8 
dan Susunan 

10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengadaan barang/jasa di Pekon; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN PEKON. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pas-al 1 

Dalain Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten LampungBarat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. Ca.mat. adalah Kepala Kecamalan. 



5. Pekon adalah Pekon dan Pekon adat at.au yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang benvenang untuk mengat.ur clan mengurus urusan 
pemerintahan , kepentingan masyaralmt setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu1, 
dan/ atau hak tradisional yang dia.kui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan 
pemerlntahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repuhlik 
Indonesia. 

7. Pemerintah Pekon adaJah Peratin dibantu perangkat Pekon 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon. 

8. Lembaga Hi.mpun Pemekonan yang selanjutnya dislngkat 
LHP adalah lembaga yang rnelaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggota:nya merupakan wakil dari 
penduduk Pckon berdasarkan keterwakilan \vilayah dan 
ditetapkan secara demokraLis. 

9 Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupatcn Lampung 
Barat. 

to. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksana.an hak dan kewajiban Pekon. 

11. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kcgiatan 
yang meJJputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjumya disebut RKP 
Pekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 

13. Anggaran Pendapat.an dan Belanja Pekon, selanjutnya 
disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Pekon. 

14. Penerimaan Pekon adalah uang yang masuk ke rekening 
kas Pekon. 

15. Pengeluaran Pekon adalah uang yang keluar dari rekening 
kasPekon. 

16. Pendapatan adalah semua penerimaan Pekon dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang rnenjadi hak Pekon dan tidak 
perlu dikembalikan oleh Pekon. 

17. Belanja Pekon adalab semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diterima kembali oleh Pekon. 



18. Pembiayaan Pekon adalah semua penerirnaan yang pcrlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, bail< pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon, yang 
selanjutnya dislngkat PKPKP, adalah Peratin atau sebutan 
nama lain yang ka.rena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Pekon. 

20. Pelaksana Pengelolaan Keuan.gan Pekon, yru,g sela.njutnya 
disingkat PPKP, adalab perangkat Pekon yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon berdasarkan 
keputusan Pera.tin yang menguasakan sebagian kekuasaan 
PKPKP. 

21. Juru Tulis adalah perangkat Pekon yang berkeduduka.n 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang 
menjalankan tugas se-bagai koordinator PPKP. 

22. Kepala Urusan. yang sela.njutnya disebut Kaur, ada.lah 
perangkat Pekon yang berkedudukan sebaga.i unsur staf 
sekretariat Pekon yang mcnjalankan tugas PPKP. 

23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 
pera.ngkat Pekon yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKP. 

24. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan 
ua.ng Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh 
penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Pekon dalam 1 (salt1) rekening pada 
Bank yang diteiapkan. 

25. Badan Usaha Milik Pekon, selanjutnya disebut BUM 
Pekon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Pekon m.elalul penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan Pekon yang 
dipisahkan guna mengelola asct, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besa1nya kesejahtera.an 
masyarakat Pekon. 

26. Dana Cadangan adalah d;:ina yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang Udak dapat dipenuhi <la.Jam san.i ta.bun anggaran. 

27. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara 
pendapatan Pekon dengan belanja Pekon. 

28. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara 
pendapatan Pekon dengan belanja Pekon. 

29. Sisa Lebib Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalab seHsih lebih reMsasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 



30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 
setiap kegiatan, angga.ran yang disediakan, dan rencana 
penarikan da.na u.ntuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APBPekon. 

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjtttnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan d.an 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang tela.h ditetapkan 
dalam Perubahan APBPekon dan/atau Perubahan 
Penjaharan APBPekon. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat DPAL adala.h dokumen yang me.muat 
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA 
tahu11 anggaran sebelumnya. 

33. Pengadaan barang/jasa Pekon yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
rnemperoleh barang/jasa oleb Pemerintah Pekon, bajk 
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia 
barang/ jasa. 

34. Rencana Anggaran Kas Pekon yang selanjutnya disebut 
RAK Pckon ada!ah dokumen yang memuat arus kas masuk 
dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan 
dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran­
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
Peratin. 

35. Surat Permi.ntaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adala.h dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

Pasal 2 

(1) Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. 

(2) APRPekon merupakan dasar pengelolaan keuangan Pekon. 
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal l 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 



KA~Jb.G 
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BAB 11 

KEKUASAAN PENG!l:WLAAN KEUANGAN PEKON 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon 

Pasal 3 

(1) Peratin adalah -PKPKP dan mewakili Pemerint.ah Pekon 
d.i).am kepemilikan kekayaan milik Pekon yang 
dipisahkan. 

(2) Peratin selaku PKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ), mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pel.aksanaan 

APBPekon; 
b. menetapkan kebijakan t.entang pengelolaan barang 

milik Pekon; 
c. melalcukaJ1 tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APBPekon; 
d. menetapkan PPKP; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL; 
f. menyetujui RAK Pekon; dan 
g. menyelujui SPP. 

(3) DaJam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 
Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin 
menguasakan sebagi_an kekuasaannya kepada perangkat 
Pekon sclaku PPKP. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKP kepada PPKP 
ditetapk811 dengan keputusan Peratin. 

Bagian Kedua 

Pelaksana Pengelolaan Keuanga,1 Pekon 

Pasal4 

PPK.P sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri 
atas: 
a. Juru Tulis; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur keuangan. 

Pasal 5 

(1) Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
bertugas sebagai koordinator PPKP. 



(2) Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a . mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APBPekon; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBPekon 

dan rancangan perubahan APBPekon; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 

Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; 

d . mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
Peratin tentang Penjabaran APBPekon dan Perubahan 
Penjabaran APBPekon; 

c. mengoordinasikan tugas perangkat Pekon lain yang 
menjalankan tugas PPKP; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan 
Pekon dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBPekon. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Juru 
Tulis mempunyai tugas: 
a . 1nelakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Pekon; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBPekon. 

Pasal6 

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b bertugas sebagai pelaksana kcgiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) terdiri atas: 
a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

(4) 

a. Kasi pemerintahan; 
b. Kasi kcsejahtcraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran at.as beban anggaran belanja sesuai 
bidang tugasnya; 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 
tuga:;nya; 

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d . menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang 

tugasnya; 
e . menandatangan.i perjanjian kerja sama dengan 

penyedia atas pengadaan ba,rang/jasa untuk kegiatan 
yang berada dalam bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai 
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBPekon. 



(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
berdasarkan bidang tugas masing-masi.ng dan ditetapkan 
dalam RKP Pekon. 

Pasal 7 

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu olch tim 
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
unsur perangkat Pekon, lembaga kemasyarakatan Pekon 
dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: 
a . ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(3) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yaitu pelaksana kewilayahan. 

(4) Pernbentukan tirn sebagaima11a dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan pada saat penyusunan RKP Pekon. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
melalui keputusan Peratin. 

Pasal 8 

(1.) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c melaksanakan fungsi kcbcndaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
mempunyai tugas: 
a. menyusun RAK Pekon; dan 
b. me1akukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyetorkan/1nembayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan APBPekon. 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungs.i 
kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
pemerintah Pekon. 

BAB III 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 

Pasal 9 

(1) APBPekon terdiri dari: 
a . pendapatan Pekon; 
b. belanja Pekon; dan 
c . pembiayaan Pekon. 

(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
buruJ a diklasifikasikan menuru.t kelompok, jenis dan 
objek pendapatan. 



(3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidaog, kegiatan, 
jenis helanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasiftkasikan menurut. kelompok, jenis dan objek 
pembiayaan. 

Pasal 10 

Pendapatan Pekon, belanja Pekon, dan pembiayaan Pekon 
diberi kode rekening. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 11 

(1) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Pekon dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak 
perlu dikembalikan oleh Pekon. 

(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdlri atas kelompok: 
a. pendapatan asli Pekon; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain. 

Pasal 12 

(1) Kelompok pendapatan asli Pekon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 
a. hasil usaha; 
b. basil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
rl. pendapatan asli Pekon lain. 

(2) Hasil usaha Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf a, antara lain bagi basil BUM Pekon. 

(3) Hasil aset sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b , 
antara lain, tanah kas Pekon, tambatan perahu, pasar 
Pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan 
hasil aset. lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan 
hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana 
dimakst1d pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang 
berasal dari sumbangan masyarakat Pekon. 

(5) Pendapatan asli Pekon lain sebagaimana d.imaksud pada 
ayat ( 1) huruf d antara lain hasil pungutai1 Pekon. 



Pasal 13 

( 1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud daJam Pasal 11 
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: 
a . dana Pekon; 
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 
c. alokasi dana Pekon; 
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dali Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah. 

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan 
khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana 
di.maksud pada ayat (2) dikelola dalam APBPekon tetapi 
Lidak cliterapkan dalam ketentuan penggunaan paling 
sedikit 70% (ti.rjuh puluh per seratus) dan paling banyak 
30% (tiga puluh per seratus). 

Pasal 14 

Kelompok pendapatan lain sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a . penerimaan drui hasil kerja sama Pekon 
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 

Pekon; 
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d. koreksi kesalahan belanja tahw1 anggaran sebelumnya 

yang mengakibatkan penerimaan di kas Pekon pada tahun 
anggaran berjalan; 

e. bunga bank; dan 
f. pendapatan lain Pekonyang sah. 

Bagian Kedua 

Belanja Pekon 

Pasal 15 

(1) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Pekon dalam l (satu) tahun anggaran yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon. 

(2) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipergunakan untuk m.endanai penyelenggaraan 
kewenangan Pekon. 



• 

• 

Pasal 16 

(1) Klasifikasi belanja Pekon terdiri atas bidang: 
a. penyelenggaraan pemerintahan Pekon; 
b. pelaksanaan pembangunan Pekon; 
c. pembinaan kemasyarakatan Pekon; 
d. pemberdayaan masyarakat Pekon; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaa11 darurat dan 

mendesak di Pekon. 

(2) Klasi.flkasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
hun1f a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang 
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon yang telah 
dltuangkan dalam RKP Pekon. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan 
Pekon untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat 
dan menPekonk yang terjadi di Pekon. 

Pasal 17 

(l) Kl11sifikasi belanja sebagalmana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) hun1f a dibagi dalam sub bidang: 
a . penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan 

dan operasional pemerintahan Pekon; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Pekon; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, 

statistik, dan kearsipan; 
d. tala praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan; dan 
e. pertanahan. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 16 
ayat ( 1) huruf b dibagi dalam sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataa:n ruang; 
ci kawasan permukiman; 
c. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informalika; 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata; 

(3) Klasifikasi bela.nja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, clan pelindungan 

masyarakat; 
b. kebudayaan dan kegamaan; 
c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat . 



(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat ( 1) huruf d dibagi dalam sub bidang: 
a. perikaoan; 
b. pertanian dan peternakan; 
c . peningkatan kapasitas aparatur Pekon; 
d. pemberdayaa.r1 pere1npuan, perlindungan anak dan 

keluarga; 
e. kopcrasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g. perdagangan dan perindustrian. 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam 'Pasal 16 
ayat (1) hurufe dibagi dalam sub bidang: 
a. penanggulangan bencana; 
b. keada.an darurat; dan 
c. keadaan mendesak. 

Pasal 18 

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 

(2) Daftar kegiatan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) 
menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan 
dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

(3) Pemerintah Pekon dapat menambahkan kegiatan yang 
tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan men1berikan kode 90 sampai dengan 
99. 

(4) Pemerintah Daerah dapat rnenambahkan kegiatan 
penerimaan lain Peratin dan perangkat Pekon dengan kocle 
rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya 
dialokasikan d~ hasil pengelolaan tanah bengkok atau 
sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1) huntf a. 

(5) Penambahan keglatan sebagaim1:1na dimaksud pada ayat 
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling 
banyak 30"/o (tiga puluh per seratus) sebagaimana d.iatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) , 
terdiri atas: 
a. uelanja pegawai; 
b. belanja barang/jasa; 
c. belanja modal; dan 
d. belanja tak terduga. 

Pasal20 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud daJam Pasal 19 
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan 
tetap, t.unjangan, penerimaan lain, dan pembayaran 
jaminan sosial bagi 1-'eratin dan perangkat Pekon, serta 
ttmjangan LHP. 



(2) Belanja pegawai sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemcrintahan 
Pekon. 

(3) Bclanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g­
undangan dan kemampuan APBPekon. 

Pasal 21 

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan 
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan antara lain untuk: 
a. operasional pemerintah Pekon; 
b. pemeliharaan sarana prasarana Pekon; 
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan 

teknis; 
d. operasional LHP; 
e. insentif Pemangku; dan 
f , pemberian barang pada masyarakat/kelompok 

masyarakat. 

(3) Tnsentif Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga 
Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu 
pelaksanaan tug-as pelayanan pemerintahan, perencanaan 
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masyarakat Pekon. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hw·uf f 
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pekon. 

(5) Pengaturan Pelaksanaan belanja barang/jasa diatur 
dengan Peraturan Bupati tetsendiri. 

Pasal 22 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan 
ha.rang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 
bulan dan menainbah aset. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakai1 untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan 
Pekon. 



Pal!al 23 

(1.) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf d merupakan belanja untuk kcgiatan pada sub 
bidAng penAnggufangan bencana, keadaan darurat, dan 
keadaan mendesak yang berskala lokal Pekon. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan 1-nendesak 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintab Pekon dan tidak dapat cliprediksikan 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendali pemerintah Pekon. 

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana 
sebagairnana diroaksud pada ayat (1) merupakan upaya 
tanggap darurat akibat terjaclinya bencana alam dan 
bencana sosial. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) merupakan upaya 
penanggulangan keadaa.n darurat karena adanya 
kerusakan dan/atau t.erancamnya penyelesaian 
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan 
harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar 
masyarakat. 

{S) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan 
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelaya.nan 
dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. 

(6) Kriteria belanja untuk kegiatan sebagaimana cumaksud 
pada ayat (2) sebagai berikut: 
a. kriteria bencana alam: 

1. penanganan yang tidak rnemiliki nilai yang bersifat 
konstruksi perrnanen; 

2. menggunakan teknologi sederhana; 
3. t.idak membut.uhkan perencan:rnn teknis 

pendahuluan; dan 
4. merupakan infrastruktur [sarana dan prasarana) 

yang penting bagi masyarakat terutama bagi 
pelayanan umum dan pelayanan pemerintah pekon. 

b. kriteria bencana sosial adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konllik 
sosial antar kelompok atau a.ntar komunitas 
masyarakat, teror se1ta varian lainnya adalah bencana 
kebakaran n1m.'l.h clan gedung tingkat Pekon; dan 

c. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial 
adalah kegiatan yang merupakan kewenangan dari 
Pekon tersebu t benlasarkan pada Peraturan Pekon 
tentang Kewenagan Pekon . 



-" 
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(7) Tata cara penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan pada Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan 

Pasal 24 

(1) Pembiaya.an Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang 
perlu diliayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada t.ahun a:nggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikut.nya. 

(2) Pembiayaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas kelompok: 
a. pe nerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 25 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi: 
a . SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. hasil pcnjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan 

kecuali tanah dan bangunan. 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) buruf a paling 
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan 
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) luu-uf b digunakan untuk 1nenganggarkan 
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan 
dalam penerimaan pembiayaan dalam APBPekon . 

(4) Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c dicatat 
dalam penerimaan pembiayaat1 hasil penjualan kekayaan 
Pekon yang dipisahkan. 

Pasal 26 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas : 
a . pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal. 

Pasal 27 

(1) Pembentukan dana caclangan sebagai.mana d.imaksud 
dalrun Pasal 26 huruf a dila.kuka.n untuk mendanai 
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus 
dibebankan dalam l (satu) tahun anggaran. 



(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dHetapkan dengan peraturan Pekon. 

(3) Peraturan Pekon sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
paling sedikit memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b . program dan kegiatan yang akan clibiayai dari dana 

cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang 

b.arus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pembenrukan dana cadangan dapat bersumber dari 
penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari 
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secrua 
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangao. 

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
masajabatan Peratin. 

Pasal 28 

(1) Penyertaao modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf b antara lain cligw1akan untuk menganggarkan 
kekayaan pemerintah Pekon yang diinvestasikan dalam 
BUM Pekon untuk meningkatkan pendapatan Pekon atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
merupakan kekayaan Pekon yang dipisahkan yang 
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam 
APBPekon . 

(3) Penyertaan modal sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
dalam bentuk tanah kas Pekon dan bangunan tidak dapat 
dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUM 
analisis kelayakan sesuai 
perundang-undangan. 

Pekon melalui proses 
ketentuan peraturan 

(5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi indikator· sebagai berikut: 
a. inclikator penyertaan modal yang dapat disertakan: 

l. penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan 
Pekon; 

2.dilakukan untuk pembentukan badan usaha milik 
pekon dan penambahan modal badan usaha rnilik 
pekon; 

3. penyertaan modal dapat berupa uang dan barang 
milik pekon; 

4. barang milik pekon sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik 
pekon alcan cUjadikan penyertaan modal; dan 



5. nilai rill sebagaimana dimaksud pada angka 4 
diproleh dengan melakukan penafsiran barga barang 
tnilik pekon sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal: 
1. badan usaha milik pekon harus berbadan hukum 

atau wajib dilengkapi ragulasi; 
2 . badan bukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 

didasarkan kepada Peraturan -Perundang-undangan 
yang mengatur tentang Pendirian pengurusan dan 
pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik 
pekon; dan 

3. proposal dan pelaksanaan oprasional disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan pekon serta anggaran 
dasar dan anggaran rumab tangga badan usaha milik 
pekon. 

BAB IV 

PENGEWLAAN 

Pasal 29 

Pengelolaan keuangan Pekon meUputl: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungjawaban. 

Pasal 30 

(l) Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana di.maksud 
dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas. 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pencatatan 1:ransaksi pada saat. k;:is diterima 
atau dikeluarkan dari rekening kas Pekon, 

(3) Pengelolaan keuangan Pekon dapat ctilakukan dengan 
menggunakan sistem informasi yang clikelola Kementerian 
Dalam Negeri. 

Bagian Kesatu 

Perencanaan. 

Pasal 31 

(l) Perencanaan pengelolaan keuangan Pekon merupakan 
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan 
Pekon. pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarka.n 
dalam APBPekon. 

(2) Juru Tulis mengoordinasikan penyusunan rancangan 
APF3Pekon ber·dasarkan RKP Pekon mhun berkenaan dan 
pedoman penyusunan APHPekon yang diatur dengan 
Peraturan Bupati sctiap tahun. 



(3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana d.imaksud 
pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan 

kewenangan Pekon dan RKP Pekon: 
b. prinsip penyusunan APBPekon; 
c. kebijakan penyusunan APBPekon; 
d. teknis penyusunan APBPekon; dan 
e. hal khusus lainnya. 

(4) Rancangan APBPekon yang telah disusun merupakan 
bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon te.ntang 
APBPekon. 

Pasal 32 

(1) Juru Tulis menyampaikan Rancangan Peraturan Pekon 
tentang APBPekon kepada Peratin. 

(2) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Peratin 
kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama dalam 
rnusyawarah LHP. 

(3) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama 
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

(4) Dalam ha! LHP tidal< menyepakati rancangan Peraturan 
Pekon tentang APBPekon yang disampaikan Peratin, 
Pemerintah Pekon hanya dapat melakukan kegiatan yang 
berkenaan dengan pengeluaran operasional 
penyelenggara.an pemerintahan Pekon dengan 
menggunakan pagu tahun sebelumnya. 

(5) Peratin menetapkan Peraturan Peratin sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan ~bagaimana dimaksud pada ayat 
(4) . 

Pasal 33 

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Peratin dan LHP 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Peratin 
menyiapkan Rancangan Peraturan Peratin mengenai 
penjabaran APBPekon. 

(2) Juru Tulis mengoordjnasikan penyusunan Rancangan 
Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 34 

( 1) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) 
disampaikan Peratin kepada Bupati melalui camat paling 
l.ambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman clengan 
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon t.entang 
APBPekon. 



AG 
UM 

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Pekon tentang 
APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 
a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan Petatin mengenai penjabaran 

APBPekon; 
c. peraturan Pekon mengenai Rl<P Pekon; 
d. peraturan Pekon mengenai kewenangan berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan loka.l berskala Pekon; 
e. peraturan Pekon mengenai peinbentukan dana 

cadangan, jika tcrsedia; 
f. peraturan Pekon mengenai penyertaan modal, Jika 

tersedia; dan 
g. berita acara hasil musyawarah LHP. 

Pasal 35 

(1) Bupati dapat mengundang Peratin dau/atau aparat Pekon 
terkait dalam pelaksanaan evaluasi. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana din1aksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disarnpaikan 
kepada Peratin paling Jama 20 (dua puluh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

{3) Dalam ha! Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksud J?ada ayat (2), 
rancangan peraturan Pekon dimaksud berlaku dengan 
sendirinya. 

( 4) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telaJ, sesuai dengan ketentuau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan RKP Pekon, selanjutnya Peratin menetapkan 
menjadi Peraturan Pekon. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan RKP Pekon, Peratin bersama LHP melakukan 
penyempun1aan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 36 

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Peratin dan Peratin 
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang 
APBPekon menjadi Peraturan Pekon dan Rancangan 
Peraturan Peratin tentang Penjabaran APBPekon manjadi 
Peraturan Peratin, Bup.ati membatalkan peraturan 
dimaksud dcngan Keputusan Bupati. 

(2) Peratin memberhentikan pelaksanaan Peraturan Pekon 
dan Peraturan Peratin paling !run.a 7 (tujuh) hari kerja 
setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 
dan selanjutnya Peratin bersama LHP mencabut Peraturan 
Pekon dan Peraturan Peratin dimaksud. 



• 
(1) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 

Peratin hanya dapat melal<ukan pengeluaran terhadap 
operasi.onal penyelenggaraan pemerintahan Pekon dengan 
menggunakan pagu tahun sebdumnya sampaJ 
penyempurnaan Rancangan Peraturan Pekon tentang 
APBPekon disampaikan dan mendapat persetujuan 
Bupati. 

Pasal 37 

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 
Peraturan Pekon tentang APBPekon kepada camat. 

(2) pelaksanaan pendelagasian kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 
Bupati.. 

Pasal 38 

( 1) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon yang telal, 
dievaluasi ditetapkan oleh Peratin menjadi Peraturan 
Pekon tentang APBPckon. 

(2) Peraturan Pekon tentang APBPekon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 
31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Peratin menetapkan Rancangan Peraturan Peratin tentang 
penjabaran APBPekon sebagai peraturan pe1aksana dari 
Peraturan Pekon tentang APBPekon. 

(4) Pera.tin menyampaikan Peraturan Pekon tentang 
APBPekon dan Peraturan Pera.tin tentang penjabaran 
APBPekon kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelall ditetapkan. 

Pasal 39 

(1) Pera.tin menyampaikan informasi mengenai APBPekon 
kepada masyarakat melalui media informasi. 

(2) rnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. APBPekon; 
h. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 

melaksanakan kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

Pasal 40 

(1) Pemerintah Pekon dapat melakukan perubahan APBPekon 
apabila terjadi: 
a. penamballan dan/atau pengurangan dalam 

pend.apatan Pekon pada tallun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan tallun berjalan yang akan digunakan 
dalam tahun berkenaan; 



c . keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeseran antar bidang, an tar sub bidang, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APBPekon hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan 
luar biasa. 

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sebagai berih.-u t: 
a. keadaan darurat dan mendesak; 
b . adanya kebijakan yang sangat mendesak baik yang 

datangnya dari Pemerintah Daerah, Pemerintah 
Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat; 

c. adanya musibah atau keadaan sosial yang menjadi 
bencana tetapi tidak be.rulang-ulang. 

(J) Perubaban APBPekon sebagaimana dirnaksud pada ayat 
ditetapkan dengan perat.uran Pekon mengenai perubahan 
APBPekon dan t.etap mempedomani RKP Pekon. 

Pasal 41 

(1) Pemeri.ntah Pekon dapaL melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Peratin tentang peTUbahan penjabaran 
APBPekon sebelum Rancangan Peraturan Pekon tentang 
Perubahan APBPekon ditet.apkan. 

(2) Peraturan Peratin tcntang pcrubahan penjabaran 
APBPekon ~bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan apabila terjadi: 
a . penambahan dan/ atau pengurangan dalam 

pendapatan Pekon pada tahun anggaran berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan 

pergeseran antarobjck bclanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam 
tahun anggaran berjalan. 

(3) Perat.in memberitahukan kepada LHP mengenai penetapan 
Peraturat1 Pera.tin tentang perubahan penjabaran 
APBPekon dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati 
melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Peratin 
tentang perubahan penjabaran APBPekon. 

Pasal 42 

Ketentuan mengenai penyusunan Peratu.ran Pekon mengenai 
APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai 
dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
penyusunan Peraturan Pekon mengenai perubahan 
APBPekon. 
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Bagian l<edua 

Pelaksanaan 

Pasal 43 

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangru.1 Pekon merupakan 
penerirnaan dan pengeluaran Pekon yang dilaksanakan 
melalui rekening kas Pekon pada bank yang ditunJuk 
Bupati. 

(2) Rekening kas Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat oleh Pemerintah Pekon dengan spesimen tanda 
tangan Peratin dan Kaur Keuangan. 

(3) Pekon yang belurn memiliki pelaya.nan perba.nkan di 
\\>ilayahnya, rekening kas Pekon dibuka di wilayah 
terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Pekon dengan 
spes.irnen tanda tangan Peratin dan Kaur Keuangan. 

Pasal 44 

(1) Nomor rekening kas Pekon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 dilaporkan Peratin kepada Bupati. 

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Pekon 
kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui 
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Pekon. 

(3) Laporan seba.gaimana dimaksud pada ayal (2) digunakan 
untuk pengendalian penyaluran dana transfer. 

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai padajumlah 
tertentu untuk memenuhj kebutuhan operasional 
pemerintah Pekon. 

(5) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksucl pada ayat (4) 
a.dalah sebesru: Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) 
dan selebihnya tetap berada di rekening Pekon masing­
masing. 

(6) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat {S) adalah 
Rekening pada Bank Pemerintah. 

Pasal 45 

(1) Pera.tin menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran sesuai tugasnya. menyusun DPA paling lama 3 
(tiga) hari kerja setelah Peratu.ran Pekon tentang 
APBPekon dan Peraturan Peratin tenta.ng Penjabaran 
APBPekon ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pekon; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Pekon; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 
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(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Pekon scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 

(4) Rencana Kerja Kcgiatan Pekon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, 
sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan 
anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap 
kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyerahkan rancangan DPA kepada Pera.tin 1nelalui 
Sekretaris Pekon paling lama 6 (enam) harl kerja setelah 
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal46 

( 1) Juru Tulis melakukan verifikasi rancangan DPA paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan rancangan DPA. 

(2) Peratin menyetujui rancangan DPA yang telah. diverifikasi 
oleh Juru Tulis. 

Pasal 47 

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Pekon rentang 
APBPekon dan/atau perubahan Peraturan Peratin tentang 
Penjaba:ran APBPekon yang menyebabkan te1jadinya 
perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan 
kegiatan, Pera.tin menugaska.11 Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Angga.ran Pekon Perubaha.n; 

dan 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 
ranca.ngan DPPA kepada Peratin melalui Juru Tulis paling 
lama 6 (enam) hari kerja setelal1 penugasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) . 

(4) Juru Tulis melakukan verifikasi rancangan DPPA paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan DPPA. 

(5) Peratin menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi 
oleh Sekretaris Pekon. 

Pasal 48 

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Pekon 
berdasarkan DPA yang telah disetujui Pera.tin. 
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(2) Rancangan RAK Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 
disampaikan kepada Peratin melalui Juru Tulis. 

(3) Juru Tulis melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK 
Pekon yang diajukan Kaur Keuangan. 

(4) Peratin menyetujui rancangan RAK Pekon yang Lelah 
diverifikasi Juru Tulis. 

Pasal49 

RAK Pekon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 48 memuat 
arus kas masuk dan an.ts kas keluar yang digunakan 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendana:i 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
Peratin. 

Pasal 50 

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
memuat semua pendapatan Pekon yang berasal dari 
Pendapatan Asli Pekon, transfer dan pendapatan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 51 

(1) Arus kas keluar sebagalmana dimaksud dalam Pasal 49 
memuat semua pengeluaran belanja atas beban 
APBPekon. 

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung dengan bukti. yang lengkap dan sah. 

(3) Rukti sehagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 
persetujuan Peratin dan Peratin bertanggung jawab atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan buk't.i 
tersebut. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
benanggi..mgjawah terhadap tindakan pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiat.an anggaran menggunakan 
buku pembantu kegiat.an untuk mencatat semua 
pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 52 

(l) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA 
yang telah disetujui Peratin. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagai.tnana dimaksud pada ayat 
dilakukan dengan pengadarut melalui swakelola dan/atau 
penyedia barang/jasa. 
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(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

diutamakan melalui swakelola. 

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan dengan memaksima.lkan 
penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan 
gotong royong dengan melibatkan pa:rtisipasi masyarakat 
untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan 
masyarakat seternpat. 

(5) Dalam. hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat 
dilaksanakan melalui swakelola, balk sebagian maupun 
keseluruhan dapat dilaksanakan oleh p<myedia 
barang/jasa yang clianggap mampu dan memenuhi 
persyaratan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
kegiatan pengadaan barang/jasa di Pekon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
mengenai pengadaan barang/jasa di Pekon. 

Pasal 53 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai 
dengan periode yang tercantum dalam DPA deng.m 
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam 
DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyerlakan lapora.n perkembangan 
pelaksanaau kegi:atan dan anggaran. 

Pasa1 54 

(1) Penggunaan angga.ran yang diterima dari pengajuan SPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan 
pcngadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 
10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa bclum 
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan 
Kasi pelaksana lcegiatan anggaran wajib mengembalikan 
dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk 
disimpan dalam kas Pekon. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) ke dalam buku kas 
umum dan buku pembantu panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti 
transaksi pemba.yaran pengadaan barang/jasa kepada 
Sekretaris Pekon. 
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(5) Juru Tulis memeriksa kesesuaian bllkti 
pembayaran dengan pertanggungjawaban 
anggaran yang disampaikan oleh Kaur 
pelaksana kegiatan anggaran. 

transaksi 
pencairan 

dan Kasi 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 
ba..rang/jasa lebih kecil da.ri jllmlah uang yang diterima, 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
rnengemba.lika.n sisa. uang ke kas Pekon. 

Pasa.l 55 

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 
dilaksanakan melalul penyedia barang/jasa dilakukan 
setelah barang/jasa diterima, 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan: 
a. pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), sckrctaris Pekon berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleb Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
a.nggaran; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APBPekon yang tercantum dalam permintaan 
pembayaran; 

c. menguji ketersedian dana untuk kegiata.11 dimaksud; 
dan 

d. menolak pengajuan pei:mintaan pembayaran oleh 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila 
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(4) Pera.tin menyetujui permintaan pembayaran sesuai 
dengan basil verifikasi yang dilakukan oleh sekretarls 
Pekon. 

(5) Kaur Keuangan melakukan pcncairan anggaran sesuai 
dengan besa.ran yang tertera dalam SPP i;etelah 
mendapatkan persetujuan dari Pera.tin. 

Pasal 56 

Kaur dan Kasi pelak.sana kegiatan anggaran wajib 
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran kepada Peratin paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak seluruh keglatan selesai. 

Pasal 57 

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran bcla.nja tak. 
terduga yang cliusulkan kepada Peratin melalui Juru 
Tulis. 

(2) Juru Tulis melakukan verifikasi terbadap RAB yang 
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Peratin melalui surat keputusan Peratin menyetujui RAB 

pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai 
dengan verifikasi yang dilakukan oleh Juru Tulis. 

(4) Peratin melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak 
tcrduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak 
keputu::.an Peratin ditetapkan. 

Pasal 58 

(1) Setiap pengeluaran kas Pekon yang menyebabkan beban 
atas anggaran Belanja Pekon dikenakan pajak sesuai 
dcngan ketentuan peraturan perundangan mengenai 
perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan 
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Pekon 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pengeluaran kas Pekon atas beban belanja 
pegawai, barang/jasa, dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 59 

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud. 
dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam 
APBPekon. 

Pasal60 

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya 
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan 
untuk: 
a . menutupi defisit anggaran apabila realisasi 

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan 
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun 
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan­
kegjatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon tahun 
anggaran berkenaan. 

(3) SiLPA yang digw1akan untuk m.endanai kegiata.11 yang 
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran 
dan kegiatan yang haius diselesaikan pada tahun 
anggaran berikutnya. 
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(4} 1{aur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui 
Peratin menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang 
belum selesai atau Janjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b. 

(5) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporai1 akhir 
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada 
Peratin paling lambat pertengahan bulan Desember tahun 
anggaran berjalan. 

(6) Sekretaris Pekon menguji kesesuaian jumlah anggaran 
dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. 

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian 
kegiatan yang belu.m selesai atatt lanjutan pada tahun 
anggaran berikutnya. 

Pasal 61 

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 hw1.1f b dan pembentukan dana cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran 
dana cadangan dalam rekening kas Pekon. 

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai 
program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Pekon mengenai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Pekon sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi 
untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) 
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan clalam 
Af'BPekon. 

Pasal 62 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan. 

(2) Hasil 1<.euntungan da.ri penyertaan modal seba.gaimana 
dimaksud pada. ayat (J) dirnasukan sebagai pendapatan 
asli Pekon. 



Bagian Ketip;a 

Pena tau sahaan 

Pasal 63 

(1) Penatausahaan kcuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mencatat seliap penerimaan dan 
pengeluaran dalam buku kas umum. 

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana ctimaksud 
pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. 

Pasal64 

(1) Kaur Keuangan wajib membuat bul{u pembantu kas 
umum yi;,:ng terdiri atas: 
a. buku pembantu bank; 
b. buku pembantu pajak; dan 
c. buku pembantu panjar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 
melalui rekening kas Pekon. 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf b merupakan cat.a.tan penerimaan potongan pajak 
dan pengeluaran setoran pajak. 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c merupakan catatan pemberian dan 
pertanggungjawaban uang panjar. 

Pasal 65 

Penerimaan Pekon disetor ke rekening kas Pekon dengan cara: 
a. disetor langst.tng ke bank oleb Pemetintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; · 
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan 

dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan 
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang 

diperoleh dari pihak ketiga. 

Pasal 66 

(1) Pengeluaran atas behan APBPekon dilakukan berdasarkan 
RAK Pekon yang telah disetujui oleh Peratin. 

(2) Pengeluaran atas beban APBPekon unruk kegiatan yang 
dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur 
Keuangan. kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta 
telah disetujui oleh Peratin. 



(3) Pengeluaran atas beban APBPekon untuk kegiatan yang 
dilakul<an melalui penyedia barang/jasa dikeluai-I<an oleh 
Kaur Keuangan langsung kepada penyedia at.as dasar DPA 
dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran dan telah dise-tujui oleh Peratin . 

(4) Pengeluaran atas beban APBPekon untuk belanja pegawai, 
dilakuka11 secara langsung oleh Kaur Keuangan dan 
diket.ahui oleh Peratin. 

(5) Pengeluaran at.as beban APBPekon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan 
kuitansi pengeluaran <lan kuitansi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5} 
ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

Pasal 67 

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan. 
oleh Kaur Keuangan kepada Juru Tulis paling lambat 
tanggal to (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Juru Tulis melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Juru Tulis melaporkan hasil verifikasi, eva]uasi dan 
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Peratin untuk disetujui. 

Bagian Keempat 

Pelaporan 

Pasal 68 

( l) Pera tin menyampaikan laporan pelaksanaan APBPekon 
semester pertama kepada Bupati melalui camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri dari: 
a. laporan pela ksanaan APBPekon; dan 
b . laporan realisasi kegiatan. 

(3) Pe.ratin menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan cara menggabungkan aeluruh Japoran 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 56 paling lambat 
minggu kedua bulan Juli tahun be1jalan. 

Pasal 69 

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan 
APBPekon kepada Menten melalui Direktur Jenderal Bina 
Pemerintahan Pekon paling lamhat rninggu kedua Bulan 
Agustus tahun berjalan. 
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Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban 

Pasal 70 

(1) Peratin menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi APBPekon kepada Bupati melalui camat setiap 
akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 {tiga) bulan 
sctclah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pekon. 

(3) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai dengan: 
a. laporan keuangan, tel'diri atas: 

l. laporan realisasi APBPekon; dan 
2. catatan atas laporan keuangan. 

b . laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoraJ, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke Pekon. 

Pasal 71 

(]) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 merupakan bagian daJi laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Pekon akhir tahun 
anggaran. 

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolldasi realisasi 
pelaksanaan APBPekon kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal Bina Pemerintahai, Pekon paling lambat rninggu 
kedua Bulan April tahun berjalan. 

Pasal 72 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasa.l 
70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media 
informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
sediki t memuat: 
a . laporan realisasi. i\PBPekon; 
b . lapora.n realisasi kegiatan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak 

terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e . alamat pengaduan. 



Pasal 73 

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan 
Bupati tentang Penyusunan APBPekon, Perat.uran Pekon 
tentang APBPekon, Peraturan Peratin tentang Penjabaran 
APBPekon, Panduan Evaluasi Rancangan, Peraturan Pekon 
tentang APBPckon, Peraturan Pekon tentang Perubahan 
APBPekon, Peraturan Peratin lentang Penjabaran Perubahan 
APBPekon, DPA, DPPA, RAK Pekon, Buku Pembanru Kegiatan, 
Laporan Perkembangan Pclaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 
SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan 
Anggaran, OPAL, Peraturan Pekon tentang Perubahan 
APBPekon, Peraturan Peratin tcntang Perubahan Penjabaran 
APBPekon, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, 
Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APBPekon Semester Pertama, 
dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran 
yang mernpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

BARV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 74 

Bupati mem bin a dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 
keuanga11 Pekon yang dikoordinasikan dengan APrP Daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 75 

(1) Pekon persiapan mendapatkan alokasi blaya operasional 
clan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APBPeko11 .indu.k 
berdasarkan RKP Pekon i.nduk dengan besaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
penjabat Pera.tin Persiapan. 

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya 
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketenruan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 76 

Kerugian Pekon yang terjacLi karena adanya pelanggaran 
administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



'• 

BAB VIT 

PENUTUP 

Pasal 77 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pe.doman 
Pengeloaati Keuangan Pekon dicabut dan clinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal78 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 11 ~ Stmbc..t 2018 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Diundangkan di Liwa 

pada tanggal (l \)\Cl,V\b1tr 2018 

DAERAJ-1 KABUPATEN LAMPUNG RARAT TA.HUN 2018 NOMOR C}j 

PARAF KOORDlt 
~o~~:~:.:,,,-3--+.1-1!.C.:J.~ 
~ .J •:,;j.; -"U T 

----4--'--#,Jl>.-a 
3 r ,s,,· •i 
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LAMPlRAN PERATURAN BUPATI LAMl'UNG BARAT 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL 2Ql~ 

A. Fonnat Kode Rekening 
A.l. Daftar Kode Rekcning Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan 

Kodc Rckcning BIDANG, SUB flTDANG, clan KEGlATAN 
1 BIDANG PENYP,1,ENGGARAAN PEMERINTAHAN PEKON 

Bidrmg Pcnyclcnggaraan Pemerintahan Pckon berisi suh bidang dan kegiatan yang 
digurn,kan unn1 k mendukung tersele11ggaranya fungsi pemctint,-:than Pekon yang 
rnenc.almo: 

1 l Sub Bidang Pcnyclcnggm·aan Delanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Oocrasional Pemerintahan Ptkon fMaksimal 30 % untuk kea-iatan 1-7) 

1 1 01 Penvediaan Pen11nasilan Tct.ap dan Tuni,m""n Peratin 
1 1 02 Penvediaan Pem!hasilan Tetap dan Tunianiian Peranakat Pekon 
1 l 03 Pcnvediaan Jaminan Sosial balri Peratin dan Pcrani?kat Pekon 
1 I 04 Penyediaan OperasionaJ Peme1intah Pekon (ATK, Honorarium PKPKP dan PPKP, 

oerlen11:kaoan ocrkantoran, oakaian dinas/atribut. listrik/leloon, dill 
l I 05 Penvediaan Tuniani.an LHP 
1 1 06 Penyediaan Operasional LHP (Rapal-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan 

1-..:rkantoran, Pakaian Ser:>uam. nerialanan dinas, listrik/tel1Jon, dll) 
1 1 07 Penvediaan lnsentif/Ooerasional RT/RW 
1 1 90-99 Lain-Jnin Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Pcnghasilan Tct.ap, Tunjangan dan 

Operasional Pemerint.ahan Pekon 

l 2 Sub Bid<>ntr Sarana dan Prasamna Pemerintahan Pekon 
1 2 01 Penvediaan sarana (asct tctanl nri·kantoran/n.-merintahan 
1 2 02 Pemeliharaan Gedun" /Prasarana Kantor Pekoo 
1 2 03 Pem baruzunan / Rehabilitasi/ Peninakatan Gecluna /Prasarnna Kantor Pekon** 
1 2 90-99 lain-lain kN>iatan sub bid<nw sarana clan orasarana oemerintahan Pekon• 

J 3 Sub Bidang Administrosi Keoendudulrnn, Pencatatan Sioil, Statistik dan l(carsioan 
1 3 01 Pelayanan administrasl umum clan kependudukan (Surat: Penganrar /Pelayanan 

KTP, Akta KelHhiran, Kartu Keluanza, di!) 
1 3 02 Pen_yusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Pekon (pmfil kependudukan dan 

ootensi Pc::konl-
1 3 03 Pcrn,clolaan administrasi dan kearsipan nemerintahan Pekon 
1 3 04 Pen1rul11ban rlan Penyadaran Masvarakal tentanl! Ken1•ndudukan dan Pencatatan Sip 
l 3 U::, l'cmctaan dan Analisis Kemiskinan Pekon secara Partisioatif 
1 3 90-99 la.in-lain kegiatan sub bidang administ.rasi kependuclukan, pencalallli1 sipil, statistik 

clan kearsioan .. 

l 4 Sub Bidane Tata Pn1ia Pemerintahan, Perencanaan, Keuan11an dan Pelaporan 
l 4 01 PenyeJenggaraa.n Musyawarah Percncana<ll'l Pek.on/Pembahasan APBDcs (Musdes, 

Musrenban11des/Pra-Musrenbangdes, d!L, bcrsifat rr.sruler) 
I 4 02 Penyclenggaraan Musyav,;arah Pekon Jainnya (musdus, rembug1,:arga, dll., yang 

bersifat non-re1mler sesuai kebutuhan Pekon) 
I 4 03 Penvusunan Dokumen Perenc1maan Pekon fRPJMDesiRKPDes,dUI 
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Pekon (APHDes/ APHDes Perubahan/ l,PJ AJ'l:ll)cs, 

dan selm1.1h dokumen terkaitl 
1 4 05 Pen~elolaan/ Administrasi/lnventarisasi/Penilaian Aset Pekon 
1 4 06 Penyusw1an Kebijakan Pekon (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana 

Pembammnanl Keuane:anl 
1 4 07 Penyusunan Laporan 1-'emtin/PenyelenggAraAn Pemerintahan Pekon (!Aporan 

akhir t-ahun anggaran, lapom.n akhir masa jabal.an, laporan keterangan akhir tahun 
ana11aran, informasi kepada masvarakal\ 

I 4 08 Pen,zemban1ra11 Sistem Jnfonnasi Pekon 
1 4 09 Koordiuasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pekon 

' ' """ 'Anta.r Pekon/Kecamatan/Kabuoaten Pihak Kctia,a dill..., o, u t'1"I r <UM . 
~ 



l 4 10 Oukungan l'claksanaan dan Sosiaiisasi Pilkades, Pemilihan Kcpala Ke\"ilayahan dan • ,, 
Pemilihan LHP '"ana meniadi wewen<>no- Pekonl 

1 4 11 Pe,nyelenggaraan Lomba antar kewila,yahan dan pcngiriman kontingen dalam 
menmkuti Lomba Pckon 

l 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tuta praja pemerinrahan, perencanaan, keuangan clan 
=Janoran• 

1 5 Sub Bidana Pertanahan 
1 5 01 Scrtillkasi Tanah Kas Pekon 
1 5 02 Admi.nistrasi Pertanahan (Pendaft.aran Tanah, dan Pcmbccian Registrasi Agenda 

Peruumbanl 
1 5 03 Fasilita.si Sertifikasi 'l\tnah untuk Masvarakat Miskin 
1 5 04 Mediasi Konllik Pertanahan 
1 s 05 Penyuluhan ~rtanahan 
l 5 06 Administrasi Pa.iak Bumi dan Ban<•u.nan IPDBl 
1 5 07 Penentuan/Pene2:asan/Pembanm•m•n Batasf Patok Tanah Pckon •• 
1 5 90-99 lain-lain kc,.;·,tan sub bidanu =rtanahan• 

2 DID/\NG- PBLAKSANAAN PEfl.ffiANGUN/\N Pfi:KON 
Bidang Pelaksanaan Pemhangunan Pckon bcrisi sub bidang dan kegiatan dalam 
pembangunan pendidikan, kesehatan, peke1:jaan umwn, d1:tn lain-lain_ 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara lisfk akan tetapijugH 
terkait den2:an =mbaneunan non fisik se~rti ~n1>:em han!!an dan oembinaan, 

2 1 Sub Bidazw Pendidikan 
2 1 01 Pcnydenggaraan PAUO/TK/'rPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Pekon•• 

Bantuan Honor Pen!!ajar, Pakaian Ser .. 0 ain, Orx:rasiomd, dst\ 
1 02 Dukun•m" Penvelen°0 anum PAIJI) -/APP-, Sarana PAUD, dsl) 

2 1 03 Penyuluhan dan Pclatihan Pendidikan ba11i Masvarakat 
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaanj'J'arnan Bacaan Pekon/ Sanggar 

Delaiar Milik Pekon ** 
:l 1 05 Pemeliharaan Sa.rana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MadrasahNon-

Formal Milik Pekon•• 
2 1 06 Pcmbangunan/ Rchabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Pni.sarana/ Alat Peraga 

Edukatif (J\PE) PAUO/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasflh Non-Formal Milik Pekon-

2 1 07 Pcm bangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman 
Bacaan PeJconi Sanm,ar Belaiar Milik Pckon-

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Mllik Pekon (Pengadaan Buku-l>uku Baca;m, Honor 
Penia<ra untuk Pemustakaan/Tamau Bacaau 1'1:konl 

2 l 09 Pen!!embanean dan Pembinaan Sa~ar Seni dan BelAiar 
2 1 10 Duktmm•~ Pendidilran ~ Siswa Miskin/1:l(',rnrestasi 
2 l 90-99 J;un-lain keffiatan sub bidan.,. nendidikan• 

2 2 Sub Didano Kcsehatan 
2 2 01 Pe,.nyelenggaraan Pos Kesehalan Pekon (PKD) /Polindes Milik Pekon (Obat-obatan; 

Tambaban Insentif Bidan Pekon/Perawat Pekon; Penyediaan Pelayanan KB dun A.lat 
Kont.rasensi ba<>i Keluar<m Miskin, dsll 

2 2 02 PenyeJenggaraan Posyandu {Makanan Tamba.han, Kelas !bu I Jamil, Kelas T.,msia, 
Insentif Kader Posyandul 

2 2 03 Penyuluhun dan Pelatihan Bidang Kesehacan (unt:uk Masyarakat., 'I'enaga 
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll\ 

2 2 04 Penve,1en"0 araan Pekon Si<>= Kesehatan 
2 2 05 Pembinaan Pal<>no Merah Remaia IPMRI -~t Pekon 
2 2 06 Pen!!ast.than Bersama. atau Bina Keluama Balita /BK Bl 
2 2 07 Pembinaan dan Pen!!awasan UoayaKesehatan Tradisional 
2 2 08 Pcmeliharaan Sanma7Prasarana Pos•=ndu7Polindes/PKD 
2 2 09 Pembangunan/ Rehabi1itasi/Pen.ingkatan/Pcngadaan Sarn.na/Pra=a 

Posvandu/PolindesfPKD,.. 
2 2 90-99 lain-lain kematan sub bidan11 kesehatan"' 

2 3 Sub Bidanu Pekeriaan Umllill dan Penataan Ru~"" 
2 j 01 Pemeliharaan Jalan Pekon 
2 3 02 Pemeliharaan Jalan Linokun=n Permukiman/Gan..-
2 3 03 Pemcliharaa.n Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jcml>atan Milik Pckon 
') 3 "" Pemeliha.raan Prasarana Jalan Pekon (Gorong-gomng, &:lolam, Box/Slah Culvert, 

/or r,; KA 
~ 

Drainase, Prasarana Ja.tan Iainl 
Pemeliharaan GeduoaIPrasarana Balai Pekon/Baiai Kemmivare.kHtan 

I J; 



. 2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Pekon/Sicus Bersejarah Milik l'ckon/Petilasan Milik 
' 2 3 08 Pemeliharaa.n Emburn! Milik Pekon 

2 3 09 Pemelihar&'Ul Monuroen/Gaoura/Batas Pekon 
2 3 JO Pem baom1 nan/ Rehabilitasi /Pen in!!l<atan/Pcne:crasan Jalan Pekon ,,.. 
2 3 11 Pemb:mgunan/Rehabllitasi/Peningkatan/Pengerasru1 Jalan Lingkungan 

Permul<lman/G.im, •• 
2 3 12 Pembanu:unan/Rehabilitasi/Pcnina:katan/Pengerasan Jalan Usaha Tani -
2 3 13 Pembamruna.n/Rehabilitasi/Penin"katan/l'cmzerasan Jembatan Milik Pekon -
2 3 14 Pemrmngunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jnlan Pekon (Gorong-gorong, 

Selokan, F!ox /Slab Culvert, Drainase Prasarana Jalan lainl ""' 
2 3 15 Pembammnan/ ~ehabilitasi/Peningkatan BaW Pekon/Balai Kema=arakalari"" 
2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkal.an Pemakaman Milik PekoniSit.us Beriw.jarah 

Milik Pekon/Pctilc1san 
2 3 17 Pembuatan/Pemut.akhiran Peta Wilavah dan Sosial Pekon -
2 3 18 Pen\'Usunan Dokumen Perenc.anaan Tata Ruanl! Pekon 
2 3 19 Pcmbanl.!unan/Rehabilitasi/Pcni11.l(katun Embun° Pekon "" 
2 3 20 Pembanlluna.n/Rcbabilita.si/Penirnzkatan Monumen/Oanura/13atss Pekon,... 
2 3 90-99 lain-Jain k~~tan sub bidru12 ockcric1w:1 umum dan nenata.an ru<1no* 

2 4 Sub Bidana Kawasan Permukiman 
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program P~mbangunao/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 

''RTLHl GAKIN lnemetaan vali<lasi, dill 
2 4 02 Pemeliharaan Swnur Rcsanan Milik P~kon 
2 4 03 Pemelihan1an Sumber /\ir Bcrsih 11,tilik Pckon (Mata Air /Tandon Penampw1gan Air 

Huian/Sumur Bor dill 
2 4 04 I'cmcliharaa.n Sambungan Air Bersih ke Rumah Tan°= lninanisasi, <llll 
2 4 05 Pemellharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-goro.ng, Selokan, Parit, dll., diluar 

orasarana ialanl 
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 
2 4 07 Pem~liharaan F'asilitas Pcngelola.an Sampah Pekon/Permukiman (Penampungan, 

Rank Sao-mah. dill 
2 4 08 Pemeliharaan Sislem Pembua.n=.n Air Limbah fDrainase, Air limbah Rumah Tanv<'al 
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Pekon 
2 4 lO Pemhana11nan/Rehabilitasi/ Pcninubtan Sumur Resa,,an •• 
2 4 11 Pembangunan/Rehabilit-asi/Peningk.atan S1.1mber Air &rsih Milik Pekon (Mata 

Air/Tandon ?enamouno-:an Air 1-luian/Sumur Bor, dill'* 
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkataJ1 Sambungan Air Bersi11 kc Rumah Tangga 

/njnanisasi, dlll ""' 
2 4 13 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningk.atan Sanitasi Pcrmukiman (Gorong-gorong, 

Selokan, Pari.l, dll., d.Uuar nrasarana jalanl -
2 4 l '1 Pembamrnnru1/Rehabilites/Peni11e:katan FasilitasJamban Umum/MCK umum. dll *"" 

2 4 15 Pemhangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 
Pekon/Pennukimen IPenamnunR;an, Bank Sampah, dill*• 

2 4 16 Pembangunan/Rehabililasi/ Peningkat'an Sistcm Pembuangan Air Limbah (Omi.nase, 
f\ir limbah Rumah 'l'an""al"* 

2 4 17 Pemb,.no-11nan/Rehauilitai,i f Penin~katan Tama.n/Ta.man Bermain Anak Milik Peko.n•·• 
2 4 90-99 lain-lain ke,,,,.tan suh hirl>1n11 ~rumahan ral<Val dan kawasan nemukiman• 

2 5 Suh Bidan<> Kehutanan dan Linll1<une:an Hidup 
2 5 01 Penllclolaan Hulan Milik Pckon 
2 5 02 Pcngelolaan Line:ku11=n Hkluo Pekon 
2 5 03 Pelatihan/Sosialisas,i/Penyuluhan/Pcnyadaran tentang Lingklmgan Hidup dan 

Kehutanan 
2 5 90-99 lain-la.in ke2iata.n sub bidnng Kebutaoan dan Lin<>kurn,nn Hidun* 

2 6 Sub Bidan<> Perhubun<>an, Komunikm,i, dan lnfonnatika 
2 6 01 Pt>mbuatan Rambu-rambu di ,Jalan P~kon 
2 6 02 Penyelenggaraan Inform.asi Publik Pekon (Misal ; Pcmbualan Postcr/Baliho lnformasi 

oenets"."'•1/LP,J APB[Jes untuk Wanm. dlll 
2 6 03 Pe11gelolttW1 dw1 PemlJutLl>il1 Jaring=/ tn..Wam Komunikat1i dan lnfonnasi Lokal 

Pekon 
2 6 90-99 lain-lain k,.a.iaran sub birta:nf!" Pcrhubune:an, Komunikasi, dan JnfonnatikH.* 

2 7 Sub Bidanc, Enerrn dan Sum ber Dava Mineral 
2 7 01 Pemeliharnan Sarnna dnn Prasarana Enenri Altematif tinc,kat Pekon 

01- D~ ~; '.r.i.{)21 Pero bangunani Rchabilltasi / Peningkatao Sarana. dan Prasarana Eocrgi Altcrnatif _t,e. tinl!ket. Pekon •• 

j ~ Jlf . I 
__.J 



2 7 90-99 lain-lain k....,;atan sub bidan2 Eneroi dan Sumber Dava Mineral• . •, 

2 8 Sub Bidana: Pariwisata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Pekon 
2 8 02 Pcmba_n~,nan/Rehabilitasi/Peninukatan Sarana dan Prasarana Pari"~sata Mllik 
2 8 03 PeJ>"'emban,rdfl Pf.lriwisara Titwkat Pe.Jeon 
2 8 90-99 lain-lain kee.iatan sub bid"n" nAriwisata* 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEKON 
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk 
meningkatkan pecan serta dan kesadaran masyar-akat /lembaga kemasyarakatan 
Pekon vam• mendukunll oroses nemban2unan Pekon vanu mencnkuo: 

3 1 Sub Bidan° Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindun<.>an Masva.rakal 
3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Kfflmanan Pekon (pembangunan pos, pcngawasan 

nelaksanaan iadwal roncla /oAtroli dill -
3 I 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kc-amanan/Ketertiban olch 

Pemerintah Pckon ISatlinmas Pekon) 
3 1 03 Koordinasi Pembinaan Kctentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat 

ldenaan masyarakat/instam1i ~mcrintah daerah, dill Sk.'lla. Lokal Pekon 
3 1 04 Pelatihan Kesiapsia2aan/Tatl""OP Dencana Skala Lokal Pekon 
3 1 05 Penyediaan Po:; Kcsia.nsi?0 aan Bencana Skala LokaJ Pekon 
3 1 06 Bantuan Hukum Umuk Anaratur Pekon dan Masvarakal Miskin 
3 l 07 Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kcpadn Ma:,jarakat di Bidang H ukum dan 

Pelindunvan Masvarakal 
3 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketr.rtiban Umum, dan Pelindungan 

Masvarakat* 

3 2 Sub Bidane: Kebudavaan dan K,..,..,amaan 
3 2 01 Pembinaa.11 Group Kesenian don Kebudavwm Tina"at Pekon 
3 2 02 Pcnglriman Kontingen Group Kesenian dan Kcbudayaan sebagai Wakil Pekon di 

tinukat Kcc.amatan dan Kabunaten/Kota 
3 2 03 Penyclenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kcbudayaan, dan Keagamaan (pc::rnyaan 

hari kemerdekaan, hari bt:&ir kca=maan, dill tin.,,kat Pekon 
3 2 04 Pemeliharaan Sarana clan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik 

Pekon .. 
3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana cum PrAsaran::i. 

Kebudavaan/ Rumah Adat/Kea1>;,maan Milik Pekon -
3 2 90-99 lain-lain kefliatan sub bidan11 Kebudavaan dan K. aan* 

3 3 Sub Bidan2 Keoemudaan dlln Olah Raga 
3 3 01 Pengiritnan Kontingen Kepemudaan clan Olah Raga sebagai WaJcil Pekon di tingkat 

Kecamalau dan Kalmnatcn/Kota 
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaaJl (Kepemudaan, Penyadaraan Wawusan 

Kebanl!Sc-ian. dll\ tin"kat Pekon 
3 3 03 Pcnvclen""araiUl Festival/Lomba Kenemudaan dan Olahra.,.a tin11kat Pekon 
3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keoemudaan dan Olah Rai,a Milik Pekon*' 
3 3 05 Pembangunan/ t<chabilitasi/Peningk,.tan Sarana dan Prasarana Kepemuclaan datl 

Olah Ralla Milik Pekon.., 
3 3 06 Pem.binaan Karang 'faruna/Klub Keoemudaan/Klub Olah ra11a, 
3 3 90-99 lain-lain kcm"tan sub bid""" Ke=mudaan dan Olah R0 na• 

3 4 Sub Bidano Keli'-lllbA0~Rn MasvRrakRt 
3 4 01 Pembinaan Lemb011a Ada! 
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 
3 4 03 Pembinaan PKK 
3 4 04 Pelau11an Pembinaan Lemha11a Kemasvarnkatan 
3 4 90-99 lain-lain k1•uh,tw1 sub lii<lani, Kelemb=,.an Ma-=rakat* 

4 l:lllJANG P~Ml:ll!:l<DAYAAN MASYAAAKAT P~KON 
8ic1ang Pcmbcrdayaan Masyarakat mencakup sub-birlang dan keg[atan yang 
diarahkan untuk mening,katkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam 
menin"k"tka.11 keseiahteraan masvarakat, van11: mencakun: 

4 1 Sub Bidanr,: Kelaulan dan Perikanan 
4 l 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Pe1ikanan Darat MiJik Pekon 
4 1 02 Pemeliharaan Pelahuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Pekon 

r ·4 1 03 1 Pembangunan/Relwbilitn~i/PenfogkBl,1n K."'.lromho/Kolam Pcrikanort DA.ml Milik 
I t) Pekon** 

' 
J '., 



4 •, l 04 Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Pdabulwn Perikanan Sungai/Kedl Milik 
Pekon** 

4 1 05 Dantuan Perikanan IBibit/Pakan/dst) 
4 1 06 Pclatihan/Bimtek/Pengcnalun Tekonologi Tepal Cuna untuk Perfkanan 

Dara.LI Nclavun •• 
4 1 90-99 Jain-lain ke-"iatan sub bidane: kdautan dan ,,.,rikauan• 

4 2 Sub Bida1w Pertanian dan Pctemakan 
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, 

nen««jJin"an Pudi/'--·-- dlll 
4 2 02 Peningkatan Produksi Pctcrnakan {/\!At. Produksi dan pengolahan peternakan, 

kandaiw. dlll 
4 2 03 Penm1atan l<etahanan Pan,mn Tine:kat Pekon (Lu01bunll Pekon, diil 
4 2 04 Pemeliharan Saluran lriszasi Tersfer /Sederhana 
4 2 05 Pelatihan/Bimt.ek/ Perw:enaJan Tekonolo<>i Teoat Guna untuk PertaJJian /Petemakan "' 
4 2 90-99 lain-lain kcmatan sub bidan..- Pertanian dan Peternakan* 

4 3 Sub Bidanl! Peninl!katan Kanasiras Aruararur Pekon 
4 3 Ol Pcnin<>lmtan kaoasitas Pera.tin 
4 3 02 Penirn!kat.an karu><>itas oe.ra11°1'<>t Pekon 
4 3 03 Peninl!katan kaoasitas LHP 
4 3 90-99 lain-lain keP'iatan sub bidan1t ncnim,1<atan kaoasitas Anamlur Pckon 

4 4 Sub Hidam, Pemberdavaan Peremouan, Perlindunl.'an Anak dan Kelusraa 
4 4 01 Pclatiban / Pem'l.l!uhan Pemberdavaan Peremouan 
4 4 02 Pelatihan / Penyuluhan Perlind un.,en Anak 
4 4 03 Pclati.ban dan Pen..-uatan Penvandang Difabcl lnenvand,rn° disabilitasl 
4 4 90-99 lain-lain keP:iat.an sub bitlan" Pemberdavaan Peremnuan dan Pcrlindunaan Ansk" 

4 5 Sub DidanJ> Koperasi, Usaha Mikro Kccil dan Mcnem,ah IUMKMl 
4 5 01 Pelatjhan Manaicmcn Penl!e!olaan Kooerasi/ KUO/ UMKM 
4 5 02 Peneembanean Sarana Prasarana Usaha Milrro, Kecil dan Menen<>ah serta Kor.,.rasi 
4 5 o:i Pengadaan Teknologi Tcpat Gun.a untuk Pengembangan Ekonomi PcPekonM Non-

Pe1ianian 
4 5 90-99 fain-lain ket!iatan sub bidanQ Konerasi, Usaha Kecil dan Menemrah* 

4 6 Sub Bidanl! Dukun2:an Pcnunaman Modul 
4 6 01 Pcmbcnlukan BUM Pckon tPersia""n dan Pembentukan Awa! BUM Pckonl 
4 6 02 Pclati.han Pcm?Clolaan BUM Pekon (Pelatihan van,> dilaksamtkan olch Pekonl 
4 6 90-99 Jain-lain k=iatan sub bidana: Penanaman Modal• 

4 7 Sub Bidan..- Perd""atll!an dan Pcrindustrian 
4 7 01 Pemcliharaan Pasar Pekon/Kios milik Pekon 
4 7 02 Pemban~•nan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Pckon/Kios milik Pekon ** 
4 7 03 Pc1111cmbano,"1 lndustJi kedl level Pekon 
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaba ekonomi 

nro,lnl,rjf •-eno-1-'in Jl.t.<l.!lw.\g,..ing_us1ri..rum"h ••>rtM>a dill •• 
4 7 '"-90 1 ... : ..... _1 ... ~ ....... 1n ..... ,1h. '. Pertlagangan dan Pcrindustrian* 

" I Arn• .. ~ pi:,M • "GG.l.lL.aN.GAl:lBENCANA, KEADAAN DARURAT OAN_MENPE -

l 13iclang Penanggula.ngan Bencana, Keadaan Darural dan MenPekonk Pekon 
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 

- mcnPekonk: 

5 1 Sub Bidan..- Penan=ulanean Bcncana 
5 1 00 J>en->rtn~uJanoan Bcncana 
5 2 Sub Bidaue Keadaan l)arurat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 3 Sub Bidano Kcaclaan MenPekonk. 
!:; 3 ()O Keadaan MenPekon.k 

* = (Penambahan Kegiatan dite(apkan oleh Kabur.1aten/Kota) 
- = (untuk penamaan kegiatao, pilih sa.lah sal1.1 sesuai kebutuhan f>ekot1, misal : Pembangunan, 

at.a RchabiJitasi, a.tau Peningkatan, a.tau Pengera...an) 

' 

I 

: 



A.2. Dafuu- !<ode Rekening Pendapatan, Belanja, dan l'embiayann 

Kode Rekenin" 
Urai.an 

a h C d 
4 PENDAPATAN 

4 J Penda=Uln Asti Pekon 
4 I l HMil Usaha 
4 I l 01 RAoi Has ii BU MD cs 
4 I l 90-99 Lain-Jain 
4 I 2 Hasil Aset 

4 I 2 01 l'enl!'.elolaa11 Ta.nan Kas Pekon 
4 l 2 02 Tambacan Perahu 
4 l 2 03 P-..sar Pekon 
4 1 2 04 Temofil Pemandinn U:rnum 

4 1 2 OS ,fo.rioR..m Iri~si Pekon 

4 l 2 06 Pclcl"'1 """ limn Mili.k Pekon 
4 l 2 07 Kios Milik Pekon 
4 J 2 08 l'emanfaatan Laoanvru1/ Prasarana Olah raoa Milik l'ekon 
4 l 2 90•99 Lam-lain 
4 l 3 Swadava, Partisinasi dan Got.onR Rovonit 
,1 1 3 Ol Swada.~ oartisinm::::i dan 2oton2 rovona 

4 1 3 90-99 Lain-lain S,,.adavn, Partisfoasi clan G<Jton" Rovooi,: 

4 I 4 Laiu~laiu Penda-oatau Asli Pekou 

4 J 4 01 Hasn. Punautan Pekon 
4 l 4 \10-99 Lain-lain 
4 2 Tr~nsfor 

4 2 l O&na.Pt:kon 

1 2 l Ol Donal'ekon 
4 2 2 s,...;,,., dari Hasil t>aiak dan Retnbusi Daerah Kabu.,,.ten/ kota 
4 2 '.l 01 BMiau dal'i Uasll Pajak daJ1 Retribusi Daerah Kahuoate11/ko1a 
4 2 3 Alokasi Dana Pekon 
4 2 3 Ol J\lokasi Dana Pekon 



4 2 4 

4 2 4 01 

4 2 4 90-99 
4 2 s 
4 2 5 01 
4 2 s 90-9'l 
4 3 
4 3 l 

4 3 1 OJ 

4 3 2 

4 3 2 01 

4 3 3 

4 3 3 01 

4 3 4 

4 3 4 01 

4 3 5 

4 3 5 01 

4 3 6 
4 3 6 01 

4 3 9 

4 3 9 ()()-99 

5 
5 I 

5 l 1 

5 I 1 01 
5 I 1 02 
5 I 1 90~99 

5 I 2 

5 I 2 01 

5 l 2 02 
s l l 90-99 

Bantuan KeUan011.n Provin~i ' 
Bailtuan KeuanJtan du.d APBD Pt-ovinsJ 

Lain-lam Denruan Keuruumn dari AP8D Ptovinsl 
Banluan Keu•~=n /\PBD.Kabu=tcn/Koti, 

Bantuan J<~unnv..Hn APBf> Kah\J.nAten/T<ot.R 
l.ai11-la)n Bantuan I<cua.nilan dari APBD Kabunn.lculKota 

Penda~tao Lain-lain 
Pencrimaan dari Halli] Kcriasama an tar P<:kon 

1.,eaerimaan dari Has.il Kerlasama antar Pekon 

Penerim.aan da.ri Ha.,il Keriasama Pe.kon den....,,, .. Pihak KeT•,..a 
Peneriina.'111 dari Hasil Keriasama Pekou den1r-m Pihak KeNaa 

Penerirrlaart dari Bantuan Pen.tsahaan vana herlokasi di Pekon 

Penerimaau dari Bantuan Perusahaan yana berlokasi di Pekon 
Hibah dan sum bM1>.an dari Pihak Ke tiff~ 

Hibah dan sum ban nun dari Piba.k Kct-itt~ 

Koreksi kesalahan belanja tahun-tah.un a.11ggaran sebe1umnva vang me11ga.kibatka.i1 penerimaan cU kas Pekon -pa<la tahun 
ammarnn beriakcn 

Koreksi kesalahan bela.ttja tahun~tah.Wl anggara.tt sebelumnya yang mengakihatkan -peoerirna.an di k~).S Pekon pada 
tahun annaran berialan 

Bt)naaBank 

Bunlla Bank 
Lain-b;·.in ..-ndarant.:w Pekon 1/Wli:r sah 

Lain•lain pend;,pa1>w Pekon van,:, sah 

13ELANJ,\ 
Bcl;,nia Pcit-awa, 

Pcnnha.~ilan T'etan <Jan TU.n•~nuun Pf~rAlin 

PPnaha,silao 1'etao Pe.rRtiD 
1'unianmm PeratiD 
Peneri:mru:u1 k--U.O PerotU1 v:ma $ah 

Penuba•ilan Tetap datt Tunjan,:,.an Peranl!kat Pekon 
Pe..,0 1,asilau Tet.ao Per~n'"'kat Pekon 

Tunian11>,n Perana:kar Pekon 
t>enerimaun Lain Pcraunlr.:iot Pekon \ftn-,n Sall 

Ot?D 
✓ 
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5 I 3 Jaminan So•ial P~r<Uin d,,n Pcranukat ~on 
s I 3 01 Jamin.an Kes,ehatan Peratin 
5 ) 3 02 Jaminan Kesehatan Per•.nakat Pekon 
5 I 3 03 Jamiuan Kete.nauakerjaan Pemtin 
s I .1 04 Jamin.an .Keten!:I.M1-keriaan Peran2.k.a.r Pekun 
5 I 4 Tunjangan LHP 

5 I 4 Ol Tunjaneau Kedudu.kan LHP 
5 I 4 02 Tu.niaouan K.inr:m LRP 
5 2 Bel.ru1ia Ba.1~1L1 dan Jasu 

5 2 I Belania Barrus~ Perlem,kana,, 
5 2 I OJ Dclan'ia Pe:rl · · an Alat ·1uJis Kantor dan Benda Po.-:i 

5 2 I 02 flr.l•n.i• P,,r\=•kaDan Alat-alat Listrik 
5 2 I 03 Bclar,ia Pt:rltmllkapan Alat-alru Rumah T,rnnoa/f><>.ralal.an dan B:,h.,,, Kebersihan 
5 2 l 04 B<-.l.-wia.S.."1lru1 Bakar Minvnk./Gas / lsi Ulan• 1'abuna Pcmadam I<cbakaran 
5 2 l 05 Belania J'erlen,,kaoan Ceu.k/P,erwoandaan - Belania Baran• Cetak dan Pen°";md,,;.u, 
5 2 l 06 Belania Pel'lenuka•"'~ &nu,~ Kon~"msi (Makan l minuml - Belania Barana KOn$Umsi 
5 2 l 07 Belania Bahan/Material 
5 2 l 08 Belauia Bendera/UmbuJ-umbul/Soandu.k 
:; 2 l 09 Belania Pak.aian DiMs/S,rs,P."1n/ Alnbur 
5 2 l JO Bc::lnnia Obat-ohatsn 
5 2 I 11 .B<:.lanja Pa)un, J·iewrui/Ilmn, Obat-obnfo11 1 Iew.:w. 
5 2 l 12 Br.Jania P1mu.k/Obat-obatau Pertanian 
5 '2 1 90-99 BclaniaBat1U12 Pc.rlenokaoau' ' " 5 2 2 Belania Jasa Honorarium 

5 l 2 OJ Hclania JA.Sa Honorarium Tim van!!. Melaksanakan Kt~""tan 
:; 2 2 02 Be.J.ania Jasa Hon.orariun, Pemht-mlu 'T'i.J.$,1'":':l Um\.J.m Pekon/O•'"'trator 
5 2 2 03 BelaniaJasa Honol'arium 1 InsentifPeJa,:anau Pekon 
5 2 2 04 Oeh'lnin J,c:1sa Honorarium Ahli/J>rofesi/Kousuh.:w./Na.rasumbet 
5 2 2 05 Beluniu Ja~ Honornriwn Pct1.ums 
5 2 2 90-99 Oel.ania Ja.sa Honorarium Lainnva 
5 2 3 Belaoia P....ialflmm Dinas 
s 2 3 OJ Belania Perialanan Dinas DalAAl KabunatcniKota 
5 2 3 02 Helan ia PP..:r-iaJanan Di:nas LUal" KabunA1t:n /KnrA 

~ J ~ 



5 2 3 o. Belania Kursus/Pelatihan 
5 2 4 Belania Jasa Sewa 
s i 4 OJ Belania .• JAsA Sc•~ ·~ 9an ....... nan/C-,edu1) ... iRuanu 
5 2 4 02 Delania,J,,,m Sewa Peralatan/Perlen•t~..,., 
5 2 4 OJ Belania. Jnsa Sewa Satano Mol?ilir;as: 
5 2 1 v0-99 .Bdania Jasa sewa Lairu;v~ 
5 2 5 Belania '"""ras.iu,1al Perkm1t.urc1n 
5 2 5 01 Belania Jasa Lai Listrik 
5 2 5 02 Belanja Jasa I Air l:lersih 
5 2 5 03 1:!elania ,Jasa I.ani,:•-n<i11 Maialah/Surar Kabar 

s 2 5 01 Bda,nlF/i Jasa r an Telen,{\n 
5 2 5 05 9elania Jasa 1 ..,,. ... ,..,..illli'ln Internet 
s 2 5 06 Bclania Jasa Kurir /Pos /Giro 
s 2 5 07 BcJauja Jasa Pt'i.f'"""' u iat1L>nn fiin /Pait\k 
5 2 5 90-99 Belania O=•asional Perkanwran L;unnva 
5 2 6 Belania Pemelihru:aan 
s i t, 01 ~laniA Pcmcliharaan Mes-in dan Pera.latan Bt!rat 
5 2 6 02 .Be-lania ~mclihnraan Kendarna:n Ber-motor 
5 2 6 03 Bcla.nia Pcmelihara.."'\n Peralmru-1 
5 2 6 0,1 Rclm1ia Pcmcliharaatt Bantn1n:m 

5 2 6 05 lk!imia f'emelihararu, J~hm 
5 2 (j 06 Bdania Pemeliharaan Je,:n bl\r.an 
5 2 6 07 Bela.itia Pernelihataan lri<>asi/8alurrui Sunl!ai/fi:m hu n• / Air Be.rsih iarin•ao Air Lim bah Pe.rsamoahan, lilll 
5 2 6 0~ BelEmia PemdibHr~ Jarinnan clan lllstala.s.i fl..isttik Te1eoon, lntentet, Kornutukasi dll'1 
5 2 6 90-99 Belania Pc.mclibar~--w. Lainnya 
5 2 7 Belania DRt•-- d«n JMa yru,,r Oisenahka,:, l«;=da M•=arakat 
5 2 7 OJ Bcla.nia Saban l)crl 4

' an va,iR" Dit-,erahkan ke masyat"akac 

5 2 7 02 Belania Banhl&l Mesin t!{,,ndw:><'1<1Il lx,xmotor/Peralara" yanv di,cr<lll.kan ke ma,,-varakat 
5 2 7 03 Bel,m ia Rantuan Banuurum van" disera.hkl'lo ke masvarakat 
5 2 7 04 Belanin Bea-siswa De-restas:ilMasvarak,ar Mi!-:kin 

5 2 ., 05 BelaniA Ri:tnluRn Bibit Tanaman/HewaniTka.n 
s 2 7 90.99 13<:lanio B•=na dan Jasa vat'" Di.serabkan lrenada Mns~-arul<OL l,1inn,a 
s 3 B<:la.oia Modal 

r~ ... o, I :, ... , 
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5 .'I t Belauia Modal Pen°adaan Tanah 
5 3 I 01 Belania Modal Pembebasnn/Petnbdian Tru1ah 
5 3 I 02 Belania Modal Pembo.,'ar&l llonurarium Tim Tanah. 
5 3 I 03 Delania Modal Pen-••m.ran d"-ll Pembuatan Serti.fikatTanah 
5 3 I oq .13dania Modal Pen-•ru k,,n dan Pema= .. 0 an Tanah 
s 3 I 05 Bclania Modal PeMalanan =--adaan Tanah 
s 3 I 90-99 .13elania Modal PenaadMn 1'"1lah • •'"""a 
5 3 2 Bclania Modal Peralaian Mesin. dan Al.at Bera, 
5 3 2 01 Belauia Modal Honor 1\m van~ Melaksru,akan i(c<riatao 

5 3 2 02 BeL.,nia Mod..'\! Perala!an Elektrouik clan Ala! Studfo 
5 3 2 03 Belunia Modal Peralatan Komout,,r 
5 3 2 Ol Ekl;mi"- Modal Peralaran Mebeulalr dan Aksesori Ruana-an 
5 3 2 05 ReU1nia Modal l'eralatan D•-ur 
5 3 2 06 Belklnia Modal l'eralatan Ala 1. Ukur 
5 3 2 07 R<,Jania Modal Peralatan Rwnbu-rambuJPatok Tanah 
5 3 2 08 Belauja Modal Pera.Iatan khusuo J(esebatan 
5 J 2 09 Belrulid Mocwl P~ralatan khusus Pertanian/l'erikanrui/1'!,temakan 
5 3 2 10 Belania Modal Me:rin 
5 3 2 I l Belania Modal Pen•adaan Alat-Alat Berru: 
5 3 2 '10-99 Belauia Modal Peralatan, Mesin, clan Alat Bcrat Laimwa 
5 3 3 Belania Modal Kcndara.ru1 
5 3 3 01 Melania MorlAI Hcmox 1'im u-e.nrr Melaksan.alom KeD'iRtan 
5 3 3 02 Bdania Modal Keudaraan Darat Bermotor 
5 3 3 03 Bclania Modal Anulrulfilt Parat Tidak Bermotor 
5 3 3 04 Bclania Modal Kendara,m Air Bcnnotor 
5 3 3 OS 13<-.Jania Modal Air'~· lw,. Air Tidak flermotor 
5 3 3 90-99 Bclauia Modal Kendaraan Lainnva 
5 3 4 Belania Modal Gedu--, B clan Taman 
5 3 ~ · 01 Belania .Modal Ho.nor Tim ~ang Melaksanakan Kegjatan 
5 j 4 02 13dnnie Modal tJnah 'fet1A= Kcria 
5 3 1 03 Belauia Modal Bahun Daku 
5 J 4 04 Belauia Modal Sewa, Peralatan 
5 J 5 Belauia Modal ,Jalan/Pm.saranaJalan 

f✓ ~ 
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5 3 ~ 01 Belania Modal Honor Tim =o,a Melaksanakan K,;,ri~tan 

5 3 5 02 l:le.lania Modal Unah Ten•= Keria 
5 3 5 03 Belania Mod.<! Bah.an Balm 
5 3 5 04 Befania Modal Sewa Peralatao 
5 3 6 Bdxnia Modal Je.mbatan 
5 3 6 01 Belania Modal Honor Tun van• Melaksam,kan Ke«;•tan 
5 3 6 02 Bt!lcmia. Modal u-~i.. 1•.,.n-;i,na Keria 
5 3 6 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 6 04 Belania Modal Sewa l'eralatan 
5 3 7 &lania Modal Jriaasi/Embw,«IAfr Sun ... i/Drrunase/ Air Limbah/P<-.raam-han 
5 3 7 01 Bela.niaModal Honor Tim van• Melak"11.nakan Ke,,;,,tru, 
5 3 7 02 SelauiaModru U-•• Tena•- K,,.-la 
5 3 7 03 Belania Modal Dahan 13akll 
5 3 7 04 Bclania Modal Se,va Pt:,<thUan 
5 3 8 Belania Modal ,Jruio"an llnswasi 
5 3 8 01 Belania Modal Honor Tim Yntl" MeJa.ksa:tiab~n Kr.tnat;.ui 
5 3 8 02 Bdani•. Modal Unah Teu•«a "•""'a 
5 3 8 03 Belania Modal Bahan Brum 
5 3 8 04 Be1"'1ia Modal Sewa l'erruatan 
5 3 9 Bclunia Modal lainnva 
5 3 9 01 J3e1ania Modal khusus Pendldik<m dw1 Pe---u.s1akaan 
5 3 9 02 Belania Modal khusus Olahr•= 
5 3 9 03 Belania Modal khusus KcsmianJKebudavaan/'· tnAATI 

5 3 9 04 Hela11ia Mt>t!aJ'f'IJmhuhim/Tanaman 
5 3 9 05 Belania Modu1 Hf'!wAn 
s 3 9 90-Q9 Belru.1la Mc~l Lainnva. 
5 4 Belania Tok Tc,dtt= 

5 4 I Delania 1'ak l'erd.u•a 
5 4 I 01 Belania TakTerdu= 
6 PE!l,ffiJAYA!I.N 
6 l Pcnerima.a.n Pembiavaao 
6 I I SILPA Tahun Sebdwnv"-
6 I l 01 SlLPA Tahun Seb<IJUJllllva 

f, q 
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b I 2 Pencairan Dana Gadan11a.11 

6 I ·2 01 Pencairan Dana CadruJ.a;l;ln 
6 I 3 Hasil Peniualau Kekav-"'11l J'ekon yang Oipisahkan 
6 I 3 01 Hasil Peniuruan Kel«1,~uu1 Pekon yam, Dirnsahkrut 
6 I 9 Perte.timaan Pcmbli'.l•;a,-m .Lainn,·~ 
6 I 9 90.99 Peo1::1in1i,jan Pe01bia·yaa1\ L;3.iJ.u1~·c:1 

6 2 Pena.eluatan Pe-mbiayaan 

6 2 I. Pemhentukan Oaoa CadantYan 
6 2 1 01 Pf:rr,ht:nh1kan Oarta CArlA1111i:an 

6 2 2 Penvertaan Modal Pekon 
6 2 2 01 Pen=rtaan Modal Pekon 
6 2 9 Pen2eluaran l\unbiavaan lainnva 
6 2 9 90.99 1->enaeluaran Pembiavaan la.inn= 

tt=\'t-· .. , I I I J/1 , 
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B. Format Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan 

APBPekon 

MATERl MUATAN 
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

TENTANG 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 

Materi muatan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBPekon paling sedikit 
memuat: 

A. Sinkronisasi KebUakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Pekon, RKP 
Pekon, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Pekon. 

B. Prinsip Penyusunan APBPekon 

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan 
dalam penyusunan APBPekon, diantaranya adalah: 
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Pekon 

berdasarkan bidang dan kewenangannya; 
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan; 
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses lnformasi seluas-luasnya tentang APBPekon; 
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; 
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umuro, peratw·an yang lebih 

tinggi dan peraruran daerah lainnya; dll. 

C. Kebijakan Penyusunan APBPekon 

Adalah kebijakan yang perlu mendapat. perhatian pemerintah Pekon dalam 
perenca:naan penyusunan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan, terkait 
dengan pendapatan, belanja, d.an pembiayaan. 

Penyusunan APBPekon disusun dengan menggunakan pendekatan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 
Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan 
memperhatlkan keterkailan antara pendanaan dengan keluaran yang 
diharapkan dari kegiatan dan basil sert.a manfaat yang diharapkan 
terrnasuk efisiensi dalam pencapaian basil dan keluaran. 

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada: 
1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 

kegiatan yang direncanakan; 
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja 

yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan 
efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; 

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit 
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 



•. 
D. Teknis Penyusunan APBPekon Menguraikan tentang: 

1. Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBPekon, terkait 
waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBPekon. 

2. Substansi APBPekon 
APBPekon memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing­
masing program dan kegiatan, scrta rencana pembiayaan untuk tahun 
yang di.rencanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. 

a. Pendapatan 
Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon Tahun 
Anggara11 berkenaan meru-paka-n perkiraan yang terukur secara 
rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 
Oleh !<arena itu dalam pedoml;l.n penyusunan APBPekon harus 
memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi: 
(1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan 

dari transfer; dan 
(2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya. 

b . Belanja 
Belanja Pekon harus diarabkan digunakan untuk pelaksanaan 
pemerintahan Pekon yang menjadi kewenangan pemerintah Pekon 
yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon 
yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pedoman penyusunan APBPekon secara rinci menguraikan hal-hal 
yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBPekon dari s1s1 
belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan 
belanja modal. 
Pedoman. penyusunan APBPekon harus mengatur hal-hal yang 
memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang 
akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah 
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Pekon. 
Pekon dapat mengatur standar saruan harga yang disesuaikan dengan 
mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika 
terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, 
maka Pekon harus menyampaikan alasan yang kttat. 

c. Pembiayaan Pekon 
Pedoman penyusunan APBPekon harus menguraikan secara rinci hal­
hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBPekon dari sisi 
pembi.ayaan, yang meliputi: 
(1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali 

danacadangan;dan 
(2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan 

penganggaran dana cadangan. 

3. Cara mengisi formal APBPekon 
a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Pekon, 

yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Pekon. Jenis dan Objek 
pendapatan Pekon selanjutnya dituangkan dalam penjabaran 
APBPekon. 

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi b!dang dan klasifikasi 
ekonomi. Klirnifikasi bidang terbagi atas sub biclang dan kegiatan. 
Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, 
dan rincian objek. Objek bclanja dan rincian o~jek belanja dituangkan 
dalam penjabaran APBPekon. 



c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan 
yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBPekon dan 
pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk meinanfaatkan 
surplus APBPekon yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, 
jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pernbiayaan dan rincian objek 
pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBPekon. 

E. Hal-hal Khusus Lainnya 

Menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan 
dalam penyusunan APDPekon, diantaranya: 
1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang cliutamakan dilakukan 

melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan 
dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, 
dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

2. Kebijakan Daerah. 



C. l . Format Rancangan Peraturan Pekon t entang APBPekon 

Menimbang 

Mengingat 

Pt;;KATJN . .... (Nama Pekon) 
KA.BUPATEN LAMPUNG BARAT 

PERAT{JRAN PEKON ... (Narna Pekon) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

ANGG.i\RAN PENDAPATAN DAN BEJ...\NJA PEKON 
TAHON ANG GARAN .... 

DE NGAN RAHlv1AT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATIN (Nama Pekon), 

a . babwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan Pekon clilaksanakan sec-..ara t.erbuka 
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Pekon; 

b . bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 
Anggaran ...... t.ennuat dalam Peraturan Pekon tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belar1ja Pekon Tahun Angsaran .... 
yang disusun scsuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Pekon berdasarkan prinsip kebersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam 
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebiigairoan:i. 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan 
Pekon Tahun Anggaran ...... ; 

l. .. ... ; 
2 ...... ; 
3 ... .. .. dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 
LEMBAGA HJMPUN PEMEKONAN PEKON . .. fNama Pekon) 

dan 
PERATlN ... (Nama Pekon) 

MEMUTUSKAN: 

dimaksud 
Peraturan 

Belanja 

PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA PEKON ..... .. TAHVN /\NGGARI\N ..... 



Pasal l 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 
...... dengan perincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Pekon Rp ...................... ... . 
2. Belanja Pekon Rp ...... ................... . 

Surplus/Defisit Rp ......... ..... ..... ..... .. 

3. Pembiayaan Pekon 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp ........................ . 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b J 

Rp ........................ . 
Rp ..................... .... , 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan l::lelanja 
Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Peraturan Pekon ini: 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a . APBPekon; 
b . daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jik:a tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 

anggaran sebelumnya, jika ada. 

Pasal 4 
Peratin menet.apkan Peraturan Penn.in tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBPekon. 

Pasal 5 
(l) Pemerintah Pekon dapatmelaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, kead.aan darurat, dan 
menPekonk. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidal< terduga. 

(3) Pemerintah Pekon dapat melakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
menPekonk yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalarn rancangan peraturan 
Pekon tentang pernbahan APBPekon. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barns 
memenuhi kriteria: 
a . bukan merupakan kegiatan normal dari akt.ivitas 

pemerintah Pekon clan tidak dapat dipre.diksi 
scbclumnya ; 

b. tidak diharapkan terjadi secara ben.llang; 
c . berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Pekon; 
d. memilik.i dampak yang sign.ifik:an terhadap anggaran 

dalam rangka pemuliban yang disebabkan oleh 
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan 
sosial; dan 

e. berskala lokal Pekon. 

Pasal6 
Dalam hal terjadi: 
a. pcnambRban dan/atau pengurangan dalam 

pcndapat.an Pekon pada te.hun berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar objek belanja; dan 
c . kegiatan yang belum di\aksanakan tahun sebelumnya 



dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam 
tahun berjalan. 

Peratin dapat mendahului perubahan APBPekon dengan 
melakukan perubahan Peraturan Peratin tentang 
Penjabaran APBPekon dan memberitahukannya kepada 
LHP. 

Pasal 7 
Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapal mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pekon ini da]am Lembaran 
Pekon .. .... . (Nama Pekon). 

Ditetapkan di ................... . 
pada tanggal ................... .. 

PERATIN .. (Nama Pekon) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tanggaJ ... 

JURU TULIS PEKON ... (Nama Pckon), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN PEKON ... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ... 



C.2. Formal APRPr.knn 

LAMPIRAN 
PERATURAN PEKON ... ... .. . 
NOMOR .. ... ..... T/UiUN ............... . 
TENTANG 

I\NGGARAN PENDAPATAN PEKON 

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJ/\ PEKON 

PEMERINTAH PEKON ...... ... .... . 

TAl-fUN ANGGARAN ............ , 

Contoh· 

KODF. REKENING URAJAN 
ANOGARAN 

$UMBER DANA 
Rp. 

I 2 3 4 5 
a b C " b 

4 PENO/\PATAN 
4 l PAPekon 
4 2 Transfer 

4 3 Pendapalan lain-lain 
,JUMLAH PEND/\PATAN 

5 RELANJA 

1 Penvelenuuaman Pemerintaban Pekon 
1 I Penyelenggare.an &lanja Pcnghasilan Tcta.p, 

l'unJangan drui Operasional Pcmerintahan Pekon 

I I 01 Penyediaan Penghasilan Tctap dan Tunjangan 
Peratin 

1 l 01 5 l Belania Pe~awai 

1 3 Admini~trasi Kependudukan, Pcncaw.lau Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 

1 3 01 Pektyururn odministrasi umum clan kependudukai, 
(Surat Penganlar / Pc!ayanan KTP, Kartu l(eluarga, 
dil) 

I 3 OJ 5 2 Belania Be.ran2 dan Jasa 

2 Pelaksanaan Pembano-unan Pekon 
2 l Pendidikon 

2 1 05 Pcmbangunan/ Rchabilitasi/Peningkatan Sarana 
Pras.,rana Perpustakaau/Twnan Bat'''''" 
Pckon/S,mggar Belajar 



D.l. Format Rancangan Peratin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Pekon 

PERA TIN ..... (Nama Pekon) 
KABUl'ATEN LAM.PUNG l:IARAT 

PERATURAN PBRATlN ... {Nama Pckon) 
NOMOR .. . TAHUN ... 

TRNTANG-
PENJABAf<AN ANGOA.l{Af; PENLJAPA'fAJll DAN BELAN,JA PEKON 

TAHUN ANGGARAN ................ . ... . 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG M/\llA ESA 

PERATTN ... (Nama Pekon), 

Menimbang : bahwa scbagai pclaksanaao kctentuan Pasal 4 Pcraturan Pckon 
Nomor... .... Tahun ...... tenlallg Anggarau Pendapatan dan Belanja 
Pekon Tahu.n A.nggara.n ..... , maka perlu menyusun Peraturan PeraUn 
rent:mg Penjaharnn Angg:-iran PendllpA Ulil cl9n Be!Anja 
Pekon .. ... (Nama Pekon) Tahun Anggaran ...... ; 

Mengingat 1 ....... ; 
2 . ...... ; 
3 .. ..... dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PERATIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAP/\TAN DAN BELA.NJ/\ PEKON .... TAHUN ANOGARJ\N ..... 

Passi 1 
1-'enjabaran Anggaran 1-'endapatan dfln Belanja Pekon Tahun Anggaran 
.. . . . . terdirl darl: 
1. Pcndapatan Pckon 

a. Pendapatan Asli. Pekon 
b. Tran8fer 
c. Lain-lain Pr,ndapatan yang sah 

Jumlah Pendapat.an 
2. Belanja Pekon 

a. Bidan.g Penyelenggaraan Pemerintah Pekon 
b. Bidang Pembangunan 
c . Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyaro.kat 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Damrat, 

dan Mendesak 

Rp ............ ... .. . 
Rp ... ..... .... ... .. . 
Rp ........ ...... ... . 
Rp .......... ,. , ....• 

Rp ............. ... . . 
Kp ................. . 
Rp ....... , ......... . 
Rp ................. . 

Rp ...... .... ....... . 



Ju.m.lab Bt:lanja 
Surplus/ (Defisil) 

3. Pembiayaan Pckon 
a. Pe11erimaai1 Pembiayaai1 
b. Pengeluaran l'embiayaan 

Rp ................ .. 
Rp ........ ", .. ... .. 

Rp .................. . 
Rp .................. . 

Sclisih l'embiayaan ( a - b ) Rp .................. . 

Pasal2 
Ura.i.iln lebih lanjut Penjabaran /\nggaran Pcndapatan dan Belanja 
Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dal.am 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Pcratin ini 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapat.an IJelanja Pckon yang 
ditetapkan dalam Perntumn ini dituangkan lehih L'Uljut dalru:n 
Dokumcn l'e.laksanaan Anggaran (DPA) yang disusun olch Kepruo 
Urusan dan Kepala Seksi pclak.sa.na kcgiatan a.nggaran. 

Pasal 4 
Peraturan Pera.Lin ini mulai berlaku pada tanggal diundAngkan. 

J\.gar setiap orang dapat mengelahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pcratin ini dengan penempatannya dalam Berita rekon 
.. ...... (Nama Pekon) 

Ditetapkan di ... ........ ........ . 
pada tangg11J .................... . 

PERATIN (Nama Pekon) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tangga1 ... 

JURU TULIS PEKON ... (Nam.a Pekon), 

t.anda tanf(an 

NAMA 

BERITA PEKON ... (Nama Pckon) TAHUN ... NO MOR ... 



' ' 

D.2. Formnt Penjaboran Anggnra.n Pendapatan dan &lanja Pckon 

LAMPlRAN 
PERATURAN PERATIN ........ . 
NOMOR .... .... .. TAHU~ ....... ........ . 
TE:N'f'ANO 
PEl\'JABARAN ANOGARAN PENDAPATAN 
DAN BELAN,JA PEKON 

FORMAT PEN,JABARAN ANCrOAR/\N PJ,;NllAP/\TAN DAN BELANJA PEKON 
Pl<:Mt;;t{INTAH PEKON ............. . 

TAHUN ANOGARAN .... .. ...... . 

Contoh 
lillLUARAN I OUTPUT ANGGARA SUMBER 

KODE REKENING URAIAN VOLUME SATUI\N K DANA 
I 2 3 4 5 6 7 

a h <: a b C d 
4 PENDAPATAN 
4 I PAPekon 
4 1 l Hasil usaha 
4 J 1 .. . <Obvek Pendan~tan> 
4 2 Transfer 
4 2 I Oam,Pekon 
4 3 Pcndaoatan lain-Jain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama 

IAntar Pekon 

4 3 1 .. .. <Obyek Penda=.tan> 
dst ... 

,TTIMl,Afi PENDAPATAN 

5 BELANJA 
1 Pcnyclenggarn;m Pe.merintahan 

Pekon 
1 1 Penyelenggaraan Belanja 

Penghasilan Tetap, 'funjangan dan 
Ooerasional r>emerinta,han Pekon 

I I Ol Peuy.:dwan Penghasilan Tetap dan 
l'unian=n Peratin 

I 1 0 1 5 1 Belania Peoavvai 
1 1 0 1 5 I I Penghasilan Te tap & Tu njangan 

Pera.tin 
I 1 0 1 5 1 l ... <Rincian Obvek Belania> 
I 3 Adminislrasi Kependudukan, 

Pcncatatan Sipil, Stat.ii,lik clan 
Kearsi~,n 



', 

1 3 01 Pclayanan administrasi umum 
dan kependudukan (Surat 
Pcngantar / Pelayanan ICTP, Ka rtlJ 

Kcluarga, dll) 
1 3 01 2 2 Oelonia Baran.Ji: dtm Jasa 
1 3 01 2 2 2 Bclania .Jasa Honorarium 

<Rincian Obvek Belania> 
2 Pelaksauattu Ptmbanja!unan Pckon 
2 1 Pcodjdikan 
2 I 05 Pemhang,,nan/ t<ehabilita.si/ Penin 

gkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 
Pekoo/ Sane-_((ar Belaiar 

2 l 05 5 3 Delrulia Modal 
2 1 OS 5 3 4 Belania Modal Ge<lung Ulill 
1 1 05 5 3 4 ... <-Riudan Obvck Bclania> 
5 Pe,nanggu1'u1gan Uencana, 

Keadaan Darurat dan MenPekonk 
5 l Penan~e;ulan11.an l:lencana 
5 1 00 PcnanP11 ula.ngan Bencana 
5 1 00 5 4 Belania Tak Terdu~a 
5 I 00 5 4 00 Belania Tak Terdu!!a 
5 1 00 5 4 00 00 =Ionia Tak Terdu~a 

. IUMLAH BEi.ANJ A 
SURPLUS /(D£FIS11'l 

6 IPBM81AYMN 
6 l Penerimaan Pembiava...9.Il. 
6 1 1 SiLPA Tabun Sebclumn= 
6 1 I I SiLPA Tahun Sebelumnva 
6 2 Penaeluaran Pembiavaan 
6 2 1 Pembentukan Dana Cadan11an 
6 2 2 I Pemhentukan Dana Cadani?an 

ds 
SELISIH PEMBIAYA!\N 

.. ' ' ..... ' ... ' ....... , ... ' . ... . 
Perotin, 

( .......... ''.'' ... '.' ....... ' . 



' ' 

Ketemngan Cara Pengisian: 
Kolom 1 : diisi herdasarkan klasifikasi Uidang Kegiatan: 

a. hidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kcgiatan 

Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ckonomi Lcrdiri dari Pendapatan, Tlelan,ja dan 
Pembiayaan: 
- Bagian pendapatan dusi: 

a. Pendap~ta.n: 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan 

- Bagian Belanja diisi: 
a. belanja; 
b. jenis belanja (dise,auaik"n rfP-ngAn jenis ke.giatan); 
c. obyek belanja: dan 
cl. rinr.ian obyek belanja. 

- Uegian Pembiayaan diisi: 
a. pembiayaan; 
h. kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pembiayaan 

K<>lom 3 Uraian Pendapalan, Belanja dan Pembiayaan (l,ihat Lampirao A Perme.nclagci mii 
Kolom 4 Volume diis1 dengan volume ijumlah} outpul kegialan (Kolom l.c) dan volume (ju.mlah) 

input p'1da rincian obyek helanja (Kolom 2.d) 
Kolom 5 S~tuan diisi dengan satuan outpul (paket, unii, km, Ha) kegiatan dan satuan (J>nk,:t, unit) 

input pada rincian obye)~ belanja 
Kolom 6 Anggaran dusi dengan jumlah "nggaran yang ditetapkan 
Kolom 7 Sum ber Donn diisi dengru1 SurolJer Duna yang digunaka.n da lam kcgia\an (llolom l.c) tetkail 



·. 

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraruran Pekon tentang APBPekon 

PANDUAN EV/\LUAST 
RANCANGAN PERATURAN PEKON 

TENTAN0 ANGGAR'lli PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 

A. DASAR PEMJKTRAN 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagai wujud dari 
pengelolaru1 keuangan Pekon yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah 
Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat 
Pekon ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Pekon. 

2. APBPekon disusun i:;esuai kebutuhan dan kewenangan Pekon yang 
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, scrta tertib dan 
disiplin anggaran. 

3. Bahwa Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon harus dievaluasi 
oleh Bupati. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu: 
1. Maksud 

Panduan 1m dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip 
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan 
keuaogan Pekon dalam membiayai Pembangunan Pekon berdasarkan 
kewenangan Pekon yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan. 

2. Tujuan Umum 
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam 
rangka evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau 
Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon. 

C. SASARAN EVALUASI 
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 

l. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk membcrikan 
penilaian kepada Pekon dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan 
dan penetapan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPckon dan 
Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon. 

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan 
penilaian kepada Pekon dalam kaitannya dengan substansi dan materi 
Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan 
Pekon tentang Perubahan APBPekon. 



D. RUANO LINGKUP EVALUASl 
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: 
1. Aspek adminiscrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan 

iofonnasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan 
Peraturai1 Pekon 
tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang perubaban 
APBPekon; 

2. Aspek lcgalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang 
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Pekon ctimaksud; 

3.Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi 
dengan RPJM Pekon dan RKP Pekon; dan 

4. Aspek subst.Rnsi anggaran dalam struktur APBPekon yang meliputi 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

E. EVALUASI 
1. Persiapan Evaluasi 

a. La.ngkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan 
evaluasi, yaitu: 
1) Pembentukan Tim E:valuasi APBPekon Kabupaten ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi 
APBPekon dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBPekon, 
dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati. 

2) Tim Evaluasi APBPekon sebagaimana <lirnaksud buruf a, terdiri dari: 

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

h) Sekret;iris 

b) Anggota 

Kabupaten/Kota 
: Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemetintahan Pekon Kabupaten/Kota atau 
sehutan lainnya 

: SKPD terkait 

3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon 
leulang APBPekon dan Rancangan Pentturan Pekon tentang 
Perubahan APBPekon kepada camat. 
Apabila pelaksanaan eva1uasi APBPekon didelegasikan kepada 
Camat, selanjutnya Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang 
Pendelegasian Evaluasi APBPekon dilampiri Pedoman Pelak:sanaan 
Evaluasi APBPekon. 

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan 
Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon 
tentang Perubaban APBPekon kepada camat., selanjutnya Camat 
membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari: 

a) Kctua Ca.mat 

b) Sekretaris 

c) Anggota 

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon 
Unsur pemerinta]1 kecama.tan dan UPT 
Keca.matan terkait 

5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang 
memiliki kompetensi sesuai bida11gnya dari unsur terkait untuk 
melakukan evaluasi Rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon 
dan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubaban APBPekon. 

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam 
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab (APBD) Kabupaten/Kota. 



b. DoJ...-umen Evaluasi 
l) Dokumcn Uta.ma 

a) Rancangan Peraturan Pckon tcntang APBPekon yang telah disepakati 
bersama LHP; dan/atau 

b) Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon yang 
telah disepakati bersama LHP. 

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 
a) Disampaikan oleh Pekon 

- Keputusan Musyawarah LllP Pembahasan dan Penyepakatan 
Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon (untuk evaluasi 
Rancangan Perdes tentang APBPekon), berita acara hasil 
musyawarah; atau 

- Keputusan Musyawarah LHP Pembahasan dan Penyepakatan 
RancR.ngan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon (untuk 
evaluasi Rancangan Pe1-cles tentang Peru.bahan APBPekon); 

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon). 
- Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) tahun berkenaan. 
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan clana 

cadangan, Perdes tentang pendiria.n BUMPekon, basil analisa 
kelayakan penyertaan modal BUM Des, till) 

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi 
- Peratura11 Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Pekon 
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak 

asal-usal dan lokal berskala Pekon 
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak 

asal-usul clan lokal berskal Pekon 
- Peratura11 Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Pekon 
- Peraturan Bupati tentang Dana Pekon 
- Peraturan Bupati tentang Alokasi l)ana Pekon 
- Peraturai, Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
- Peraturan Bupati tentang Satua11 Harga Kabupaten yang 

didalamnya mengatur Standar Barga di Pekon 
Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Pekon 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapata11 Belanja Daerall 

2. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: 
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas. 

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa ha! sebagai 
berikut: 
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 
b) Kepatuhan atas penyajian infonnasi dalam Rancangan peraturan 

yang akan dievaluasi; 
c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Ranci:mgan 

peraturan yang akan dievaluasi; 
d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan 

teknis penyusuna:n peraturan Pekon; 
2) Langkall-langkah evaluasi: 

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi; 
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran 

semua dokumen; 



c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan. 
kelengkapan lampiran semua dokumen; 

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen 
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian 
dokumen; 

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tcntang hasil langkah 
1 s/d 4. 

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi 
sesuai ketent.uan, Tim Evaluasi meminta kepada Pernerin.tah Pekon 
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan cvaluasi dihitung 
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap. 

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBPekon/perubahan APBPekon. 
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir. 

3. Hasfl Evaluasi 
Setelah seJesai n1elaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang 
APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang perubahan APBPekon, 
Tim Evaluasi menyusun laporan basil evaluasi yang dituangkan dalam 
Keputusan Bupati. 
Lap.oran hasil evaluasi dimaksudkan i.u1tuk menyampaikan temuan analisis 
terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan 
Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon sebagai umpan balik kepada 
pemerintah .Pekon untuk melakukan penyempurnaan atau perset.ujuan 
terhadap Kancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan 
Peraturan Pekon tentang Perubahan ABPekon. Laporan hasil evaluasi (LHE) 
t.ersehut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: 
(a) evaluasi atas sistem APBPekon atau Perubahan APBPekon, dan 
(b) evaluasi atas substansi APBPekon atau Perubahan APBPekon. 
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPckon atau 
Rancangan Peraturan Pekon tentang peruhahim APBPekon didistribusikan 
kepada : 
a. Kepala Dinas Pemherdayaan Masyarakat dan Pekon; dan 
b. lnspektorat Daerah. 



Lembar Evaluasi APBPekon 
Ka bu paten : Lampung Barat 
Kecamatan 
Pekon 

I 

Kesesuaian 
I 

Aspek/ Komponen Periksa Alat Vcrifikasi Keterangan · No. 
I Ya Tidak ; 

,1 Asoek Administrasi dan Lee:alitas_ 

11.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah 
diterima darl Pekon secara len.11kap 

'1.2 Apakah pengaj uan Rancangan Perdes Keputusan basil Musyawarah Berdasarkan auuan, 3 hari setelab 
ten.tang APBPekon atau Rancangan LHP Pembabasan dan discpakati bersama. Peraturan 
Perdes tentang Perubaham APBPekon Penyepakatan Perdes tentang Pekon tentang APBPekon 
dilakukan tepat wal<tu APBPekon/Perubahan APBPekon Perubahan APBPekon harus 

I (lihat tanggal keputusan) diaju!-an kepada Bupati atau 
1.3 Apakah LHP telah menyepakati Rancangan Keputusan basil Musyaw~rah c-.amat untuk dievaluasi 

Peraturan. Pekon tent,u1g APBPekon/ LHP Pembahasan dan Berdasarkan Pcnncndagri 
Rancangan Peraturan Pekon ten.tang I Penyepakatan Peraturan Pekon mengenai LHP 
Perubaham APBPekon tentang APBPekon/Perubahan 

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 
APBPekon 

-
-o· K~~AU f 

===~J··=~JMl 



i2 As~k Kebijakan dan Struktur APBPekonL Perubahan APBPekon 
'2.1 Umum 
~.1.1 Apal<ah Rancangan Perdes tentang RKP Pekon atau RKP Porubahan ·--- -----

APBPekon/Perubaha.11 APBPekon disusuo tah un berkenaan 
berdasarkan R.KPPekon/RKPPekon 
Perubaban tahun berkenaan 

2.1.2 Apakah penempatan pos Pendapatan telah -----
I sesuai dengan peraturan Perundang-

I undangan 
2.2 Pendapatan I - ' 2.2. l Apakah eslimasi pendapatan rasional dan 

I realistis 
Peraturan Pekon terkait PAPekon 

- . I 
2 .2.2 Apakah estimasi pendapatan Pekon I yang bersumber dari Pendapatan Asli (misal Peraturan Pekon tentang 

' Pckon rasional dan realistis, serta Pungutan, dll) 
I I didapatkan secara legal dan telah 

ctiatur dalam Peraturan Pekon 
2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Pekon yang 

bersumber dari Dana Transfer rasional 
dan rcalistis 

2.3 Belania I 
2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah r I 

sP.suai dengan peraturan Perundang-
undan_gan 

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Pekon telah Peraturan Bupati tentang Danar 
sesuai dernzan Kewenana-an Pekon Inventaris Kewenangan Pekon 

-· 2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang 
dilakukan lebih dari l. (satu) tahun anggaran 

L fmultivearsl . 
2.3.4 Apakah belanja Pekon yang ditetapkan 

dalam APBPekon paling banyak 30°/o 
dipergunakan untuk: 
I. siltap dan tunjangan Kades dan peran11kat 

I. _C\-
1 
] 



- Pekon; 
2. operasional pemerintahan Pekon; 
3. tunjangan dan operasional LHP 
4. insentifru.kun tetanrr{'a dan rukun Warga, 

f--

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasioual untuk Peraturan Bupati tentang ADP 
Peratin dan Perangkat Pekon sesuai yang atau Perbup tentang Penetapan 

- - ditetankan dalam =raturan Bunati. Siltap Peratin dan Perangkat 
2.3.6 Besaran Tunjangan dan Operasional unruk Pekon 

Anggota LHP. serta insentifRT/RW Peraturan Bupati tentang ADP 
dianggarkan sesuai yang ditetapkan da1am atau Perbup tentang Penetapan 
neraturan ~YP.~: Siltap Peratin dan Perangkat 

2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang akan Pekon 
dihasilkan logis karena telah Standar Harga yang ditetapkan 
memperhitungkan tingkat kem.ahalan Kabupaten. 
dan ,,_eog[afis IS tandar Hai·"'" I 

2.4 Pembiayaan 
• M • • • 

2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah - --
sesuai dengan peraturan Perundang-
undarnmn -- -··- --- r -- ,. 

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan - - -
untuk nembentukan Dana Cadangan 

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan-Pekon tentang Dana -

- ditetankan dene-an Peraturan Pekon Cadangan 
2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan 

untuk oenyertaan modal pada BUMPekon 
2.4.5 I Apakah penyert.aan modal pada Peraturan Pekon ten-ta.i1g 

---

BUMPekon, telah sesuai dengan Pembentukan BUMPekon dan has· 
peraturan perundang-undangan dan analisa kelayakan usaha 
ditetapkan melalaui Peraturan Pekon dan 
memenuhi nilai kelavakan usaha 

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APBPekon, pada 
pos penerimaan pembiayaan terdapat 

.. Si!PA tahun anuuaran sebelumnva 

~ ~ 



.• 

2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APBPekon, apakah 

I 

Si!PA tahun sebelumnya telah digunakan 
selu~YJ:: 

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalhas: 

-
Evaluasi dilakukan tanggal: 

Hasil E,'valuasi (coret yang tidak sesuai) : 
• Untuk diser.ujui Bupati 

• Untuk Diperbaiki Pekon 

Tanda tangan Ketua Tim Rvaluasi 

Nama 

Jabatan 

- -- . 

- 1----

Oj>tl i Jo~ fl.1
1 

·--r··· 
V I - • 

'-J-· 



F. 1. Format Pcraturan Pckon ten tang Peru bahap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Pckon 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERATTN . .... (Nama Pckon) 
Ki\I3CPATEN JAMPUNG 1:!AXAT 

PERATURAN PEKON ... (Nama Pckoo) 
NOMOR •.. TA.HUN ... 

TENTJ\NG 

PERU8AHAN ANUGJ\RAN PENDAPATAN DAN BEl,A.."-lJA PEKON 
TAHUN A..'l'GGARAN •... 

DENGA.t'l' RAHMA'l'TUHAN YANG MAllA ESA 

PR'RATIN (Nruna Pekon), 

a. bahwa schubungan terjadi perkembangan yang Lidak sc.suai 
dengan rcocana anggaran ya1~g telah ditetapkao dalam Anggaran 
Pendapatan dao Belanja Pekon, kl-irena adanya pernbahan 
pe11d1,1patan, belanja dan pcmbiayaan, perlu dililkukan pen1bahan 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran ..... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seuagaimana dimaksud dnlam 
hutuf a, perlu menetapkan Pcraturan Pekon tentang Perubaban 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Pekon fAPn Pekon) 'l'abun 
Au~an1,n . . .. ; 

l. .... . ; 
.2 , . ' .. '; 
3 ...... dan seterusnya; 

Dcngan Kesepakatan J3ersama 
LEMBAG/\ IIJMPUN PEMEKONAN PEKON ... (Nama 

Pckon) 
dan 

PERATIN ... (Nama Pekon) 

MEMUTUSKJ\N: 

PERJ\TURAN PEKON TENTANG PERUBAHAN /\NGGARAN 
Pt:NLlAl'ATAN DAN BELANJA PEKON ..... TAIIUN A.lli!GGARAN 

Pasal 1 
./\nggaran Pendapatan dan Bclanja Pekon Tahun Anggaran 

be1jumlah Rp....... .- 1... ... ... ), ut:rlarnl.Jah/ uerkuraug 
semula 

sejurnlab 
) deng:m Kp ....... • • (.. ........ ) sehingga menja.di Rp .. .... .... , i ....... .. 

rinc:iAn sehagAJ berikut~ 
1. Pendapatan Pekon 

a. semula 1./p ................ .. .. 
b. l.iertHJUl>ah/ (bei:kurang) Rp ................... . 
,Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp ............... , ... . 



2. Belanja Pekon 
a. semula 
b. bertambab/(berkurang) 
Jumlab belanja seteb1h pen1baban 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Pekon 
3.1. Penerimaan Pembiayaa,n 

a. Scmula 
b. Bertambah/(uerkunlngj 
,Jumlah penerimaan setelah penibaban 

3.:.!. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semulll 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Rp .............. ... . 
Rp ..... ...... ...... . 
Rp ......... , ....... . 
Rp ...... .......... .. 

Rp ................. .. 
Rp .............. .. . 
~p ............. .. ... .. 

Rp ....... , .. , ........ . 
Rp .... ... ... ... ..... . 

Selisih Pembiayaan sclclah perul.Jahan( a- b) Rp ........... .... ... . 

Pasal2 
Uraian lebih lanjut Perubahan 1\nggaran Pendapatan don Belanja 
Pekon S<'bagalmana dimaksud Pasal I tercantu.m dalam Lampiran 
yang rucrupakan bagian tak tcrpisah.kan dari Peraturan Pelrnn ini. 

Pasal 3 
Pe.ralin menetapk:m Peran 1ran Pcnttin tentang Penjabaran Perubahan 
AI1ggaran Pendapatan dan Belanja Pekon .sebagai lanruisau 
operasional pclaksanaan J>erubahan APC3Pekon. 

Pasa14 
Peraturan Pekon ini mu.lru bcda.ku pada tanggal diund.angkan. 

Agar setiap orang dapat menget.iihui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pekon ini dalam Lem baran Pckon ... (nama rekon). 

Ditctapkan di ...... . ... .. . ... ... . 
pada tanggal ... . . ... .... . . ...... . 

PERATJN (Nama Pekon) 

tanda tauga.n 

NAMA 

Diundangkan di ... 
pads. tanggal .. . 

JURU TULIS ... (Nama Pekon), 

Landa Langan 

NAMA 

LEMBARAN PEKON ... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ... 



,. 

~-.2. Formal Pcrubahan Aoggarnn Pendapatan dan Belaaja l'<lkon 

LAMPIRAN 
PE:RATl..'RIIN Pl!'.KON 
NOMOR .. ....• TAHUN .... ..... . 
1'ENTANG 
PERUBAHAN ANC',G/\MN PENl.JAPI\Ti\N 01\.N 
BEi.ANJA PEKON 

PERUMHJ\N ANGGARAN PENDAPATAN l>AN ~J<:l,AN.J/\ Pr:KON 
PE.\fE.RINTAJ-1 l'r:KON .. .. ......... . 
TAHlJN AN0ClAl"1AN ............ . 

_Contoh· 

KODE REK.f.:NJNG 
SEMULA MENJADI 

URAIAN ANGGARAN IRn.) 
l 2 J 4 

" b C a b 

Car A P"llgisian: 
l<oJom 1 : diisi dengan kode r<'kening berdasarkan klasifikasi bidang lregiaron 
Kolom 2 : diisi dengan kode rckening berdasarkan kkwifikasii ekonorui 
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian aebdwm pentoohll.ll 
Kolom 4 : diiBi dengan anggaran S<'.belum perubahon 
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah peruba.hAn 
Kolom 6 : diisi dengan anggan,n setelah perubaha.n 
Kolom 7 : diisi dengan Ix.saran jumlah enggaran yang bernbah 
Kolom 8 : dii•i dengan &umber dana 

l..'RAI/\N ANGG~ 'I /Rp. l 
5 6 

BER'l'AMBAH/ 

IBER.l{lJRANGl 
SU MBt~R ()ANA 

7 8 

..................... , ........................... . 
Perotin, ..... ... .......... . 

( ...................................... ) 

I 



G. l. Format Peraturan Pekon tentang Peraturan Peratin tentang 
Penjabaran Perubahan APBPekon. 

PERATTN ..... (Nama Pekon) 
KABUPATEN LAMPUNG BA.RAT 

PERA TU RAN PERA.TIN ... (Na.ma Pekon) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENJABARAN PERUBAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA 

PEKON 
TAHU.N ANGGARAN ............ .. ...... . 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PERATIN ... (Nama Pekon), 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Pekon 

Mengingat 

Nomor..... .. Tahun ... .. . ten tang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran .. ... , ma.lea 
perlu menyusun Pcraturan Peratin tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon .. ... (Nama 
Pekon) Tahun Anggaran .... 

: 1. . .... ; 
2 ...... ; 
3 .. .... dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PERATlN TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
PEKON .... (Nama Pekon) TA.HUN .I\NGGAR,'\N 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 
..... semula berjumlah Rp ....... ,- 1.................. ), 
bertambah/berkurang se.lumlah Rp..... .. ,· ( .......... ) sehingga 
menjadi Rp .......... ,- ( .. ........ ) dengan rincian sebagai berikut.: 
1. Penclapatan Pekon 

1. 1. Pcndapatan Asli Pckon 
a. Semula Rp ......... ........ . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp .. ........ .. ... .. . 
Jumlah PAPekon setelah perubahan Rp .. ....... .... .... . 

L±J 



1.2. Transfer 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
J umlah pendapatan transfer setelah 
Perubahan 

1.3. Lain-Iain Pendapatan yang sah 

Rp . ......... ..... .. . 
Rp ...... ........... . 

Rp ................. . 

a. Semula Rp ..... . ......... .. . 
b. Bertambah/{berkurang) Rp ......... ........ . 
Jumlah Jain-lain pendapatan yang $ah 
setelah perubahan Rp ... ............. . . 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp ... ..... . ... .... . . 

2. Belanja Pekon 
2. 1. Ridang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon 

a . Sernula 
b. Bertambah / (berkurang) 

Ju.mlah setelah perubahan 
2.2. Bidang Pembangunan 

a . Semula 
b . Bertambah/(berkurang) 

JumJah setelah perubahan 
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

a . Sernula 
b. Bercambah / (berkurang) 

Jurnlah $etelah perubahan 
2.4. Bidang Pemberdayaan Ma$yarakat 

a. Semula 
b . Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.5. Bidang Pena.nggulangan Bem:ana, 

Keadaan Daru.rat, dan MenPekonk 
Pekon 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3 . Pembiayaan Pekon 
3 .1. Penerimaan Pembiayaan 

a . Semula 
h. Bert.am bah/ (berkurang) 

Jumlab setelah perubahan 
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Selisih Pembiayaan setelah perubahan 

Pasal2 

Rp .... .... ... ... .. .. 
Rp ... ...... ....... . 
Rp ................ .. 

Rp ......... ........ . 
Rp ...... . ..... .... . 
Rp ........... .. . .. . . 

Rp .... ........ .. ... . 
Rp .... ... ... .. ... . . 
Rp ............ .... .. 

Rp ................. . 
Rp ............... .. 
Rp ................ .. 

Rp ... .... ......... .. 
~p ......... ....... . 
Rp .... ....... ...... . 
Rp ............. .... . 
Rp ... .. ........... . . 

Rp ........... ..... .. 
Rp ........... ... .. . 
Rp .......... ...... . . 

Rp ............. .... . 
Rp ... .... ......... . 
Rp . ......... .. ..... . 
Rp ... ........ ...... . 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai.mana dimaksud Pasal 1 
tercantum dalam Lampi.ran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Peratin ini . 



. 
' 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB.1:'ekon yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh 
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan angga.ra.n. 

Pasal 4 
Peraturan Peratin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pera.tin ini dengan penempatannya 
dalam Serita Pekon .. (Na.ma Pekon) 

Ditetapkan di ..... .............. . 
pada t.anggal ......... . .. ........ . 

PERATIN (Nama Pekon) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .. . 

JURU TULIS ... (Nama Pekon), 

tanda tangan 

NAMA 

BE RITA PEKON ... (Nama Pekon) TAHUN ... NO MOR ... 



0.2. Ponnat Penjaba.ran Perubahan Anggaran Pendapal. dan Belanjo. Pekon 

K.ODE REKENING 
URAIAN 

l 2 
a I C a b C d 

1-Alv!PIJ~\j 
PERATURAN PEKON 
NOMOR ...... TAIIUN ......... . 
T~:NTANG 
PENJABARAN PF,RUBA!-\AN ANGGARAN 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN P£ND.'\PATAN DAN BELANJA PEKON 
PEMl£1<JN'J'AH 1'1:-:KON ............. . 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

SEMULA MENJADI 
SUMDER IKELUARAN I OUTPUJJ ANGGARAN URAIAN I KELUARI\N/OUTPUT I ANGOARAN IJERTAMDAII/ 

VOUJMI<: SATUANI fRnl VOLUME SATUAN (Rn\ (BRRKURANG) DANA 
3 4 5 6 

1-'eralin, ... . .............. . 

( ............. ··················· ...... ) 
Cara pcngisian: 
Kolom l : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifilcasi bidang kcgiatart 
KoJom 2: diisi dengan kodc rckcning berdasarkan ldasifikasii ekonomi 
Kolom 3: difai dcngan seluruh u1-aian, kcluar,:m/output, dan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 4: diisi dengan seluruh uraian, kelrnu-a.n/output setelah perubahan 

.• Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah 
Kolom 6 : diisi dengan sumber dana 

, . 

-/ (\ 



H. Format DPA 
H. 1. Futmwt. Rr.n~a.na Mgiatan dan .o\JlAAQ.r8Tl 

l'EKO 
N 
KABUPATEN 
l'RQVINSI 

KODE REKENlNG 

J 2 
a b C " b C 

l 

] l 

l I 01 

I 1 0 1 5 l 
I 1 Ol 5 l J 

1 1 01 s l I 
J 3 

1 3 0 1 

1 3 01 5 2 
1 3 DL 5 2 2 

2 

2 l 
2 l 05 

2 1 05 5 3 

URAIAN 

3 
cl 

Penyt-lt-It88MAan 
p,..~m.:rintaha.n Pekon 

l?t-:nye.fouggaraau Be.L'U).j._. 
IPcmgbasilan 1'eQp, 
h"unjRnBlln rl11n Operasfonal 
lf'emerintah~u1 Pekon 

'enyediruw i'cDgbnsila.n 
fretap dan Tunjwi~n K•prua 
"""'ko.tl 
:-il!lania Pe,za:wai 
Pongha<ril:u1 Temp & 
funianoan ?eratin 

... <Rincian Obvek Bclru.1;a, 
Atlmirustzasi KepcndLtdttl<ltll, 
Pcncata.tao S[pil, StAtwtik 
~fan l(P.arsipan 

ir>e]~ya.nao administra.ai 
unu.m drui kependoduka.n 
Surat Peng;,ntar / Pelayanan 
KTP, Konu Kehuu-ga, d.ll) 

J::Selania Baramr: dan Jasa 
nchmia ,Jua Rouoradu.w 
l<Rinci:ui Obvek Bellu1;a> 
IPeJ'lkstwa.'U'l Pembani;unwi 
Pckon 
"'•ndidlkan 
1Pembangu.n"'1 / Reh.ul,ilitJ,,o / 
IPeninglmtno S.-u-ann 
~ -sar:ma 
~cTp1.1s-takaa11/Tamau. 
Rncaan PckQn/Sanab'a:r 
i-<eJania Mod.:U 

RENCAi'IA KEGIATAN DAN ANGGARAN• 
TAIIUN ANCCARAN ......................... . ........ .......... ....... . 

ANGGARAN RENCANA Pl::NARIKAN ANC'.GARAN <Rnl 

J~::i.\ah S\.la1ber. Jflll Feb .Mar Apr .Mei Jun Jul Ag! Sep 0kt Nop Oes ,JUMI.AH (Rp) 

4 5 6 7 



2 1 05 5 3 4 

I l OS 5 3 4 ... 
5 

5 I 
5 I 00 5 4 
5 l 00 5 4 
5 I 00 s 4 00 
5 I 00 5 4 00 00 

dsl 

Oiverifikasi oleh: 
Sekretru·is Pe.kon, 

( ............ ........................... ....... ) 

Cai-a pengisian: 
Kotom 1,2 3, 4 den 5 

Kolom6 

Kolom 7 

Belauja Modal Gedtul/) daa 
RM?ltn<".n 

<Rincian Obvek B~laniH> 
Penanggu.l~nga.n Bet1caoH, 
Kcadaau Dw,..rat. dan 
Mendesak 
Penan«w.t1at~«an Bencaua 
Penan .. ,. an.Bence.ma 
Belania Tak1'e.rduR:a 
RP-J~ni~ T-:-1k TP.rrlu2A 
Belania Tak Terd1•na -

........ ... ,. .... 
Kaur/Kasi. .............. .. , ........ . 

( ..... .................. .. ............. ... ) 
Disetujui oleh: 
Peratin, 

( ... ... ....... .................. ....................... ............... ) 

d iisi $ebagttuoltnll yang iercan N m (lalam l'tlnjtt.ban\ n APBPekon tu:::sui.'U t u~µ yru,g diJak.-sanako.n oleh ma.sing ma.sa.ng Kaur/KMi Pela.k:ian..,. Keglat.an Angga.-an 
d ils i rc.ncena. pe-nariken enggal"$n umu,k pel"'k$1HIS.$n kf!gitt(e.n <>leh m.tt&in.g-m$Sing lC..,u,•iTfa/5: Pelrut.'5.ma. 1Cegiatan Anf!,garan )"rut.g diti.j ukan kcpada. Kaur Ke-.n,ngM 
dalruu setiap periode/bulnn dalrun baris jenis, objek, dan rincian objek be1'uija 
cliisi renc.anajumlah pertarikan cmggaran untuk maaing-rnasing kogia ran 

/, cX 



H.'J. Fotma~ Reneatl.d. K<!t-rja Kegiatw1 Pdwu 

PltKON 
1:<l'.CAMATAN 
Tv\BtlP.-l.TEN 
PR(lVJN!:,! 

Bidni;g/Sub Dida.,g/ Kegia.tan I 
No lok..! Volume 

Ri<ilmg S\tbBk:lang I Mgil:(1J:U1 

1 2 : < s 6 ( ~ . 

Pffl\\~1-- --- •n 
_l1¢1,.'"l.ed0tt1 .. , 
Ptt.kon ' 

,Jum..1.-h ?er- f;3id"' •l 
. . 

' ; 

I 
2 ~b~U$J 

hkcm I ' 
Ju1nJah r..;i Hid.tutJf~ -.. • " ~- . . ~-

3 J-\":mbina.i-ut 
Ke:nasyar~a Ian 

Jamfo.h ~rBkhul,8 .3 -~~-1-
I 

4 FemOOl"dR)·aa 
.\11':i1yiu•~~~1 

I 

.lunfoh Pt-,r Aitfonn ll . -· 
BidMg 

i I I 

I 

I 

M!'nMB,.Stn.! p,u 

5 ~ncaoa,. ' 
f<eadaa.i~~Al'• J'S.t. ' dnn Mrm .kn k 

-- Pelw 

l~n1.tin, 

-·····> 
Ketes•augan~ 
• tm,:up.:u<tul doku.men pe-r~n01:.m,um ynng di$<U"\U! ~n.;L,;- pS:-.Jl)'U8\llU"\!l R:<.P ~1:-:>n 

Rf!!>."C.<\N:\ m1;~JA KF,Clt\T,:\N PCKONJ 
TAHUK : . 

S.Utuan a~~a {Rp! 

I J umlnh 

9 10 II 

I 

.. -

I 
I 

--

: 
C 

,. 

I 
I I 

' ' - l 

63.38.1"9.:l t,\. ;u.tU , ·q~~,:~t\lUUl j 1'irn v~ 
~JAMNVt melaba.sH'lkl\ 

J.'U1·lt1.\u J\:-.,empu~ A·ll'l'M OurJ\m Mvfo.i $r,l¢.t11.ei 
Kt!gil\UUl I 
Anw.1-.sr, 

~k~ai1 

12 13 H IS 16 17 18 I 19 I 

-.. < ,. _J• . 
· I 

I-; l 

• 

:•;~ . . - . 
,• '► • 

I 
--.. , - - -:•---;- - ~ .- ' 

,_ 

I I 
; - .;.. • ' i, 

I I 

' 

I 

I 
I 

' 

.. •..••..• ,Ta.ni:li8,lll .• 
;:Sekre~tll'\$ P.ekon, 

( ....................... - .) 

I ~ 



fT. Format DPA 
H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RENC/\NA ANGGARAN BIAYA 
PEKON ............ . .... .. ...... . . KECAMATAN .... . .. . ......... .. .. . 

TAHUN ANG(}I\RAN ..... ........ ................ . 

Bidang 
SubBidaug 
Kegiatan 
Waklu Pl':lllks11.naan 

Rincian Pendanaan 

. , ............... ............ ... . 

NO. UR..-JAN VOLUME HARGA SATUAN ,JUMLAH 
(Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH !Rn} 

.................. ...... , .................. ..... . 
Diset.ujui 
Pl':rAt.in 

( ............. .......... ........... ) 

Cru·a pengisian : 

Kaur/Kasi, ............... .... . 

( .. ............ ................. ) 

l. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening 
sesuai dengan APBPekon 

2. Sub Didang diisi dengan nomenklatur Sub J:lidang <Ian kode 
rekening sesuai J\PBPekon 

3. Kegi;itan diisi d<:mgan nomenklatur kegiatan dan kode rekcning 
sesuai J\Pl3Pek(m 

4 . koloro .l : diisi dengan nomor urut 
5. kolom 2: diisi dengan uraian l>crupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 
6. kolom 3: d.iisi dengim volume clapat benlpa jumlah orang/barang. 
7 . kolom 4: diisidengan.hai·ga satuan yang meiupakan bcsaran 

untuk membayar orang/barang 
8. kolom 5: diisi dcnganjurn.JJ.:ili perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 



l. l'ormat OPPA 
I. I. Reocana Kegiatan dart Anggaran l'erubahan 

PEKON 
KJ::CAMATA!'I 
KABUF',\TEN 
PROVINS! 

CcU'll.uh· 

KODE REKENING 

I 2 

" l> C a b C d 

1 

1 l 

1 1 01 

1 1 01 5 1 

1 l 01 5 l 1 

l I 01 5 I l ... 
I 3 

I 3 01 

1 3 01 5 2 
l 3 01 5 2 2 

2 

2 L 

URAIA.N 

3-

PenyelenWnaan 
Pcme1inu: an Pt:kon 
Pe:nyelcnggara,m Oetanja 
Pen~asilan Tctap. 
l'unjangau dan Operasional 
Pcmerintal1a11 Pckon 
l'enyediaan Penghwillan 
fetap dau Tu.njangan Kepala 
Pekon 
Bdania Pcvawai 
Peilf,hasilan Tetap & 
"'unjanu..:\n Perat1n 
<Rinciatt Obvek .Beiai:1.fi1,; 
Adm1nisa:asi KependudukanJ 
Pencatamn Sipil, Statistik 
drut Kearsi.,.,._.,.." 
Pehl.ya.nan admirl.istrasi 
umum d;'5t'I kependudukan 
(Surat Pcnganr.ar / Pelayanan 
KTP, Karcu Keluarea. dill 
Be Jania Barane: dan J asa 
BelauiaJasa Honorarium 
< Rincfan Obvek Elel>U1ia> 

Pelaksanrum Pembangun<m 
Pekon 
P<!ndidika11 

RENCANA KEGIA'l'AN DAN ANGOARAN PERUBAHAN 
TAflDN ANOGARAN •... ••. ... .•.••.•••••••.• .••• .•.•.. .••••••••.• •••. •. 

SEMULA MJ::NJJ\DI RENC/\N,1 PENARU<,1N ANGGAR!\.N (Rpl JUML:\Fl 
ANGGARAN ,\NGGAR,\N :~rl 

,JHmlMb Sumller ,JumlRh Sunibet 
.• Jul I Agl I Sep I. Ol<t __ IRnl !Rnl Jan f'cb Mar /\pr Md ,Jun Non D•s 

4 5 6 7 8 g 

- -

- - ---

- - -· - - -

I f. g, 



2 1 05 PembangunanJRehabilitasi/ 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Perpustakaan/ 
tl'sunan Bacaan 
~~r,t~n-· · ,•i'l~l~'f<r 

2 l OS 5 3 llelc.ni>< Mona! 
2 l 05 5 3 4 Belanja Modal Gcdung dan 

Bangunan 
I I 0:, 5 3 4 ... <Rincian Ob\•ek· Do1ania> 

5 Pe:nanggulangan Sencaoa, 
Keadrum Darurat dan 
Mi::nPckcr.k 

5 1 Pr.n ... n.0 tt111 ... nnan Bencnn.a 
5 1 00 5 4 Pen&1 uuulai1Pan Bencana 
5 I 00 5 4 Bdanic:1 Tak Terdu a 
5 I 00 5 4 ;oo BelaniA 'fn.k T'c:rdu. a 
5 I 1\0 5 4 00 00 Belania Tak Tcrdu ~ 

Diveril!kar,i oleh: 
Sc::k.retari~ Pckon, 

( .............................................. ) 

' . 

-

-

Dfo<:I ujui okh: 
Pcratin, 

( ............................................. ) 

-

........... , ........................... .... ..... . 
Kau.r / K~~i .. , .......... . , .. , ., ..... , .... . .. 

( ............ ................. .... .............. ) 

IT"'>:-lf' 's·· ~· ..:. -r .. · l 
-· 



. . 

J . Fonnat Rene.ma Aoggaran }{as Pekon 

PEKON 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

Contoh 

KODE REKENlNG 

1 2 

a b C " b C d 
4 
4 l 
4 1 I 
4 I I ... 
4 2 
4 2 1 
4 3 

4 3 1 

4 3 1 .... 

5 
I 

1 I 

1 I 01 

LJ.RAU\N 

3 

PENDAPA1'AN 
PAPekon 
I-lasil usaha 
<Ohyek Penrtapatan> 
Transfer 
DanaPekon 
Pendaoatan lain-ial11 

Pc:-uerinu:Uu1 di-tri Hasil Kctjasama 
Pekon dengan Pihak Ketiga 

«Obyek Pendap,1.tan> 
Ost. .. 

JUMLAH PF..NDAPA'J'AN 

Bl::LANJA 
Penyelenggaraan Pernerintaban 
Pelwn 
Penyelenggaraan Belaoja 
Penghasilan Tetap, Tw1jangan 
dao Operasional Pcmcrintahan 
Pekon 
Pcnycdiaan Penghasilan Tetap 
dan Tunian.-an Peratin 

RENCANA ANGGARAN KAS PEKON 
TAHUN AN0OARAN .. ............ ... .... ....... ................. ... ... . 

JUMLA 
ANOGARAN PE.NERIMMN/ PENGELUARAN {Rp.J H 

(Rol Jan I Feb Mar Aor Mei Jun Jul l\.j1;t Sep 0kt Nor> Des (Rp) 
4 5 6 

u , 



1 l 01 5 l Be/1;U1ja Pegawai 
I I 01 5 1 l Penghasilan Tetap & Tunjru,gan 

Peratin 
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyck Belartja> 
1 3 Adm.irust.rasi Kependudukan, 

Pencata.tan Sipil, Statistik clan 
K~arsinan 

l 3 01 Pelayanan administrasi umum 
dan kependudukan. (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
KeluMaa dlll 

I 3 01 5 2 Belan,ia Ba.rang dan Jasa 
I 3 01 :, 2 2 Relania , Jasa Honomrium 

<Rincian Obvck Belanja> 

2 Pelaksanaan Pcmbangunan Pekon 

2 l Pendidikan 
2 l 05 Pcmba.ngunan/Rehahiliwsi/Penio 

gkatan Sar.ma Prnsarana 
Pe.rpustakaan/l'atnw, Bauw.n 
Pekon/San"'"'" Bt:111ia,r 

2 l o, 5 3 Belanja Modal 
2 l 05 5 3 4 Belw1Ja Modw Gedung dan 

Banm•nao 
1 l 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek Belanjn> 

5 Penanggt.1 langan Bencana. 
Keadaan Darurat dan Mer..Pekonk 

5 I Pcnanv.-ulan""n Bcncana 
5 1 00 5 4 Penanjl_"llll•noan Bencana 
5 1 00 s 4 Bclania Tak Terduga 
5 1 00 5 ,f 00 Bclanja Tak Tt:rduga 
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terdu~a 

dst 
,JUMLAH R8LAN,IA 
SURPLUS / IDEFlSIT) 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Pcncrimaan Pembiava.an 

. . r 



K. 11ormat Buku Pembanm Kegiatao 
K. 1. Huku Kas Pembanm Kegiatan 

JJUKU KA$ PBMF!AN'l'U KEOIATAN 
PEKON . .... .. .... .. ....... KECAMATAN ...................... . 
TAHUN ANOGARAN .............................. ...... .... .. 

No. Tanggal No,nor UraiM Penerimaan Pengeluaran (Rp) 
Bukti dari !fas 

(Rp) Bclanja .&;!anja 
Barang 

danJasa 
Modal 

1 2 3 4 5 6 7 
Pindahan Jumlah 
dari halaman 
scbelumnya 

JumJah 
Total Penerimaan Total PeJU!.eluaran 

Pengembalian 
kc Kas Pekon 

(Rp) 

8 

'fotal Pengeluaran + SaJdo Ka.s 

&lido Kas 
(Rp.) 

9 

..... ' ................. , ... ' .. -~ ......... ' ............ '.'. 
Kaur/Kasi.. ................. ...................... . 

( ............ , .. .... ............ .. .... ... ... ... ... . ) 

Cara pengisian: 
Kolom l : diisi dengan nomor umt. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal lransaksi. 
Kolom 3 : dilsi dengan nomor bukli lransaksl. 
Kolom 4 : dii$i dcngan nmian tmns::iksi. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah nipiah yang clllerima dari kas Pekon. 
Kolom 8 : diisi dengan jcnis pcngcluaran bclanja barang dan jasa. 
Kolom 9 : cliisi dengun jeni:; pengeluaran bclanja modal. 
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikcmbalikan kc Kas Pckon. 
Kolom 11 : diisi dengan jurulah saldo kas dalam mpiah. 



K. Format Buku Pembantu Kegiat.an 
K.2 Buku Pembantu Kegiat.an Penerimaan Swadaya Mo.<;yamkttt 

l:IUKU PBMBANTU KEGIATAN PENERIMMN SWADAYA MA&'YARAKAT 
PEKON .......... . . ... ... .. KECAMATAN ..... ...... ...... . .... . 
TAIIUN ANGGARAN .... . . .. . .. . . ... ............... . .... . ... .. 

Nam a Ke.,iatan: .... . .. . .......................... . ... 
No. Tanggal Nomor Uraian Pencrimaan Nomor Saldo I<as 

8ukti Ua.ng (Rp) Barn.ng/ l:lukti Setor (Rp.) 
Tenaga keKa8 

(Volumel Pckon 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Pindahan 
Jumlah dari 
halaman 
sebelumnva 

.Jumlah 
1'otal 

..... .. ........ , .... ... ...... ........ . 
Kaur/ Ka,;i 

( ............................... ) 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan Langgal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bu kti t.ransaksi. 
Kolom 4 : diisi nama/sumber pc>-.mberi hanr.uan clan jenis bantuan. 
Kol om 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
Kolom 6 : diisi dengan volumejenis rnmmg/tenaga. 
Kolom 7 : diisi d.engan nomer bukti set.or /pcmberitahuan kepada Ilendahara. 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembali.kan ke Kas Pekon.. 



L. Format Laporai1 Perkembangan Pelaksanaa.t1 Kegiatan dan Anggaran 

PEKON 
KEC.-\M!\TAN 
KABUPJ\Tfi:N 
PROVINS! 

KODE 

tAPORAN PERKEMDANGAN PET..AKSANA/\N KEG!AT/\N DAN ANGGAR.!\N 
Bula.,: . ................... ..... .................. Tahun: .• .•......•.. ........ 

OUTPUT 

URAlllN l~encana Realisasi Srunpai Sa..'\t .ini 
Dana 
!Pekoo 

REKENlNG Volume s .. tuan ,'lnggaran Voh.tme Satuan /\nggaran Capaian (Kp) 

I 
a h t a 

Cam f>engisia.n: 
Kolom l dan 2 
Kolom 3 
Kolom4 
Kolom 5 

Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom JO 

b 

IRnl (Rnl l'V<l 
2 3 4 5 ·6 '/ <I 9 10 11 

e d 

Jumlah 

diisi dengan Ko<le Reken;ng 
diis.i <iengtu1 Bidang. Sub Bidang da:n Jenis Kegiatan ~bagaimaoH ya,ig t:~c-;inturo dalAm perljabaran A!"'BPekon 
dilsi volume kegiatan .vang direncanakan 
diisi so.tu-an vofo.me: 

jembatan/b=g,man/b,u-aog atau yang sejepis = i,nit 
· jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= :1,1 

· kegiatan non fisi.k • pru<et 
diisi j\tmlah ansgaron yang direncanakao 
diisi volume kegiatan yang caealisasi sampai dt'!ngan s.aa.t ini 
diisi 81'\I u.Ru volume yR.Dg h•rRA.lisasi SR.tnp~i ,ltiogan ~Rt ini 
dilsi dengan jumlah dana yang dlgunakan 
dii.si dengan prosenrnse capaian kcgiatan dan anggaran yang digunakan 

SlJMBERDIINA 
Alokosi r .ain- Rr:ntuk 
Dana Lain LAJn 
Pe.kon (RpJ 

ll<Pl 
12 ]3 14 

.......... , ....................... . 
Kaur/Kasi 

rt¢ 

( ............................ .. ) 

~ 

-~ li~"G I ~ i,J"" ''J 



Kolom 11 
Kolom 12 
Kolom l3 
Kolom ).4 

dlisi dengan penggunaan dana dori Dana Pekon (OD) 
dii:ii dengan penggunQan dana dari }\lokns.i Don$ P6kon {APD) 
diisi dongAn p"'1ggu naan dana rum "wnb<>r lain ...,Jain DD dart ADD 
diisi dengan pcnggun&.8.n bant'uat1 )'atig Lidak bcrupa uang 

~ ~---L\ 



M.L F'ormat Surat Penninlann Pembayaran 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegjatan 
Waktu Pelak.sanaru1 

SURAT Pl:!:RMlNTAAN PF:MflAYARAN ( SPP) 

PEKON ........................ KI~CAMATAN ....... ... .. ... .... ...... ..... ... . 
TAHUN ANCCARAN .... ........... . 

No URAJAN P/\GU PENCAIRAN PERMINTAA JUMLAII SIS.I\ DANA 
ANGGARAN S.D. YCr N SAMPAJ SMT 

LALU SEKARANO IN! 
/Ro.I (Ro.I IRo.l fRn.1 (Rp.} 

1 2 3 4 5 (J 7 

JUMLAH 

... .............. , ............. 20 ... . 
Telah dilakukan veriiikasi 

SeJ..-rer.aris Pekon, 

Disctujui untuk dibayarkan 
Kepala Pekon, 

Cara pengisian: 

Kaur/ Kasi.. .. ..... .. .......... . 

( ........................................... ) 

Telah dibayar Iunas 
Kaur Keuangan, 

( ...................................... ... .. ) 

1. Bidang diisi dcngan nomcnklatur dan kode rekening sesua.i APDPekon. 
2. Sub Bidang diisi dcngan nomenklatur kode rekcning sesuai APBPekon 
3. Keglatan diisi deugan nomenklatur kodc.: rckcn.ing S(;suai APBPckon. 
4. Kolom 1 : dengan nomor urnt. 
5 . Kolorn 2 : di.isi dengan rindan pcngguna.an dana sesuai rern.:ana kegiatan. 
6 . Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
7. Kolom 4 : diisi dcngan rincian jumJah anggaran yang telah dibayar iiebelumnya. 
8. Kolom 5 : diisi dengan tincian yang dimint.akan untuk dibayar. 
9. Kolom 6 : <liisi dcngan ju.tnlah pcrmintaan dana s-ampai saat i.nL 
10. Kolom 7 : diisi dengan si.sa anggaran. 



N. Format Laporan Ak.hir Realisasi Pelaksa.naan Kegii,tan dan A nggaran 

PEKON 
IIBCAMATAN 
KAl3U f'A'r£N 
l'R◊VINSJ 

KODE URAIAN 

LAPORAN AKHIR RE:ALISASI PF-t/\KSANAAN KEGL\'l'AN DAN ANGG.IIRAN 
Bulan: Tahun : . .................. . . 

OUTPUT 
REKENJNG Reneau.a Rt-~i.s;-lsi 

J 
a b C a 

Cara pengisian: 
Kolom 1 dan 2 
Kolo.m 3 
Kolom4 
Kolom 5 

Kolom6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
l(oJom 12 
Kolum 13 
Kolom 14 

Vulwt1t: Sut.uun An\Wtmm Volume Saruan Anggaran 
Rnl /Rol 

2 3 4 5 6 7 8 9 
b C d 

Jumlah 

diisi clengan Kode. Rekening 
djfai u,,ng,m Bidi<ng. SulJ Bidang <Ian Jenis Kegiatan sebagaimana yang rercitnmm clalam pcnjabaran APBPek:011 

diisi volume kegiacan yaug direncanak:at1 
dfun satuan volume: 

• jembatan/bnnguno.n/harang atou yang O<'jcni3 - uni1. 
~ jalan../irigas:i/ dn-li:m1.ac a.tau yang sejenis= .M 
- kngiatan non fisik - paket 

diisj jumlah ariggaran yang direucanakan 
cilisi volume kegiatan yang tt":t't--'llisasi 
diisi sat.uan volume yang tt.roalisasi 
diisi dengan jumlah danayan~ digunakan 
diisi dengan prosentase capairu, kegiamn cl.an anggar,,n yang digunakan 
diisl dengan. pe11gg;u.Ui1.l:UJ d..um <luri Daria Pc:kon 
diisi dengan pengguouan dan.i dwi Atoka.si Dana Pckon. 
diisi dengun. pcn-ggunaan dana dari sum.her lain sela.in Dana Pekcm ditn Alok.asi Dana Pekon 
diisi clengan pcnggunaa,, b;u,tu"n Y""8 tidi,k berupa uang 

D,ma 
?elron 

Capaian 
1%1 

(Rp) 

10 11 

SUMBERDANA 

AJokasi LRin- Bcntuk: 
Daru, Lail'l (Rp) Lain 
P-ekon 
(Rp) 

12 13 14 

.. ····· ...... , ....... .... ·········~·-·· .. . 
KaU//Kasi 

ltd 

( .............................. ) 

af ~ ,
1 

K,l.EIAG 

- · ~ H'O~UM 

L.-1·-

' 



O. Format DPAL 
O. l. Rcncana Kegi11tan dan A.nggaran Lanjutan 

PEKON 
KECAMATAN 
K!\BUPATEN 
PROVINS! .... ' ........... ' ................. ' . 

KODE REKP,NTNC URAIAN 

l 2 

a b C a b C cl 

Divcrifikasi olch: 
Sckrctaris Pekon, 

, ....................... ......... ..... ) 

Ket: Diisi untuk kegiatan yang clilajutkan s,\ja 

RENCANA KEOIA.'l'AN DAN ANCGARAN LANJUT,\N• 
TAHUN ANGGARAN .... . ...... .. . ..... .... ............ .... . . .. .. . .... . . 

ANGCARAN REALfSASl LANJUT,\N 
Anggaran Volume Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp) 

kegiata Anggaran Penyelesaian 
n 

Jumlah Sumber Jumlah (Rp) % o/c) 
IR.ol 

Rp. hari Jan Feb Mar Jumlah 

Kaur/Kasi. ..... ...... ........... . 

(, • • ' • • , ~ ,j •• •I I • ••• • • • • • I '• I ••• •• ••• • • 

Disetujui nleh: 
Peratin, 

OPn 
~ 

'!f. nAG 11. :UM --
-



P. Bltlw Ka,; Umum 

KECIIMATAN 
KABUPATE!v 
PR0\.1NS! 

BIJKU K.;s UMUM 
PEKON ... .................... . 

TAl·TUN ANGGARAN ..................... .. 

NO TGL 1mnF. RF.KRNING URATAN PF.NRRIMAA 'I PRNGRLUARAK 

I 2 
I 

n b 

Pivcrifikasi oJcb; 
Sukrctaris Pekon, 

3 

C u 

( ..................................... , 

2 
b 

(Rp! 

' 4 5 I 

' 
C d I 

I 

I 

I 
I 

JUML,\H Rn. !Ro. 

Disetujul <:1e-h: 
Peracin, 

( ...... ................................................ , 
Cara J)E',igmian ; 
Kolom l d.ii:si dengan nomor urut. p~nerimi;\,."Ul at..,u pengeluari\tl. 
Kolom 2 djjgj dengrui ta.oggal pe:1erim:.u.\n arou pengeht.irnn. 

(RpJ 

6 

NO\WR 
flUICTI 

'i 

Kolmn 3 d1is, dm'),gan ]:.:()df! ,~l{ening penerun...1.tJu <Ian pengelum·a,1 ieb:J.&to.J:ti.a.na lei·te:ra dalarn Pe1ijal>t'J"00-1 APBPekon. 

NEITO ~AWO 
TR~NSlll(Sl [Rp) 

[Rp) 

8 <) 

I 

Ro. Ro. 

Kaur Keurulg&l 

r .......................... ... ........ .. 

K<Jhnn 4 diiil dc,~an urarnn trans.ak&i p,merimo.an atau pcngoluaran setagaimana tercera tiaJam pei11ab8!·f:Jl APBP~.k<lll 
Kolom 5 dii:;\ de.ngru1juml«h ~iah per.erlmai\11 
Ko1om 6 diiar dengan jumlAh rupiah pP-ngeluat'an 
Koloru 7 diisi den8an nomor bukti ttansslce1 
Kolom 8 dii:$i deJ.1gan netto trrulsaksi 
Kolona 9 clij_g:l de.ngW'.l .srudo kn.s. 

I' f , ~. 
L_ ~ ] 



1°1-~~-

Q. Formal Buku Pembantu Ka.s Umum 
Q.l. Bulcu Pembantu BAnk 

BUKU PEMBANTU BANK 
Pl5KON ..... , .............. .. .. KECAMATAN ................................. . 

TAHUN ANGGN<AN ........ . 

No. TANGGAL URAlAN BUKTI PEMASUKAN IRnl 
TRANSAKS! TRANSAKS! TRAN SAKS I SETORAN 

1 2 3 4 5 

TOTAL TRANSAKSI BULAN INT 
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 

Cara pengisian : 
Kolom 1 : Jiisi u,mgan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal cransaksi l:lank:. 
Kolom 3 : diisidengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran. 
Kolom 4 : diisi dengan buktj t.raosaksi. 
Kolum 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran. 
Kolom 6 : diisi dengan pcmasukanjumlah bunga bank. 
Kolom 7 : diisi dcngan pengeluaran jumlah penaJikan. 
Kolom 8 : diisi dengan pcngeluaranjumlah pajak. 
Kolom. 9 : diisi dengan pengeluaran hiaya arlministrasi. 
Kolom 10 : diisi dengan sal.do Bank. 

BUNGA 
BANI< 

6 

BULAN 
BANK CAHANG 
NO. REKENJNG 

PENGEl,UARAN (Rol SA1DO 
PENAl<IKAN PAJAK BIAYA ADM (RpJ 

7 8 9 IO 

' • •••••• •• • 1 •••• •• • • • •••••• • •• ' ••••• • • • 

Kaur Keurui.ga11 

( .................................. ..... . 



Q. Format Buku Pembantu Kas Umum 
Q.2. Buku Kas Pcmbantu Pajak 

BUKUKASPEMBANTUPAJAK 
PEKON ..... ... .... . .. ........ KECAMA1'AN ................................. . 

TAHUN ANGGARAN ....... . 

No. TANGGAL UR!\.IAN PEMOTONGAN PENYETORAN 
(Roi (Roi 

l 2 3 4 

JUMLAH 

SAJ.00 
(Rpl 

5 

..... ' .... •) .............................. . 
Kaur Keuangan 

( ................ .. .......... ............. ) 

Cara pengisian : 
Kolom l : diisi dcngan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pa,jak) 

Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 

atau pengeluaran (dari penyetoran pajak). 
: diisl dcngan tanggal penetimaan arau pengeluarnn. 
: diisi dengan uraian penelimaan kas atau pengeluaran kas. 
: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 
: ctiisi dcngan jumlah rupial1 pengetuaran kas. 

Kolom 6 : diisi dengan satclo buku kas l.x:udahar-<1. 

ORO 



Q. Format Pembantu Buku K!ls Umum 
Q.3 Buku Pcmbantu Panjar 

No. 

1 

BUKU PEl\11:BANTU PANJAR 
PEKON ............... ..... KECAl\fATAN ...................... . 
TAHUN ANGGARAN ........................ .. . .... .......... . 

Tanggal Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo 
Bukti {Rnl iawoban Paniar IRnl 

2 :1 4 5 6 7 8 

···········• .............................. . 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transa.ksi. 

Kaur Keuangan 

( ......................................... ) 

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjcnis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
l<olom 6 : diisi dengan volume jenis barang/t.cnaga. 
Kolom 7 : dii!li dengan nomcr buh1i sctor/pcrnberitahuan kepada Bendahara. 
J<olom 8 : diisi dcng.tn jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas 
Pekon. 



R.. Format Kuitansi 

Kantor Pekon 
Kabt,pa1cm/Kota 

... Nama 
: <Pekon... ,. 
: < ... Kabupaten/Kot2-.. > 

Tanda Bukti Pcn=luaran U an11: 

Tchlh tcrima dmi Kaur Keuangan Pekon Nama 
<,,, Pekon ... > 

Uang sebesar : Rp < ..• Jumlah druam=gko... . > 
( .. . Juml.ah dalam huruf ... ) 
( ... Jumlah dalam buruflru,jutan ... 1 

Sebagai pembayarnn : < •.. . • Sebutklln Tujuan l'embayaran (Kegiatan/Belanja) ...... > 

(.;atatan .K.euangan 

< ...... Sebutka11 'l'ujuan Perub'\yanu:1 Lan_j,Han (Kegiatan/BelanJa) ..... > 
< •••• &butkan Tujuan Pembayaran J,;,njul».a /Kegiatw:i/Delanja) ... . > 

Yttng Mcmberi, 
< .•. Pekon ... >, <. ,.tgl, bln, th .. > 

YWlg Menerima, 

< . . Nam:\ Pt>.mberi .. ::- < ... NarnfJ Pcnt'.rim.a., . .,. 



S. Format Laporan l'elaksanrum Anlll,>araD- Pendapatan dnn BelMja Pekon Semester Perto.me 

Conlob 

l,APORAN PELAKSANMN .~C-GIIRAN PENO/\PI\TJ\i', DAN BELANJA PEKON 
SEMI.CSTl3R PERTAMA 

PEMERINTAH PEKON ..•.. .. ... .. .. 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

REALlSASI 
KODE REKENING URAIAN I\NGGARAN ANGGIII-IAN 

" 

1 

1 

1 

1 
1 

l 

l 

l 

l 
1 

2 

l 
b C a 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 

5 

1 

1 01 

1 01 s 
1 01 s 

1 01 5 

3 

3 01 

3 Ol :-, 

3 01 5 

t<I\OAG 
H ·; UM 

J 

2 
I:> C 

l 
l 1 
l 1 
2 
2 l 
3 
3 1 

3 1 

l 

l l 

l l 

2 
2 2 

(Rp) rD~) 

3 4 5 
d 

PF.:NDAPATAN 
PAPck<m 
lla,il u,...ha 

... <Obyek Peodaootan> 
Transfer 
Dana Pekou 
Ptndttpatan lain-lain 

1-'•n•iimAAn dari Hasil Kerjasama 
Ariolar Pekon 

.... <Obvek Peud .. palan> 
d~l. .. 

JIDAlAH PENDAPATAN 

BE!.J\NJA 

Penyel,ngganum Pcmerintahan 
Pekon 
Penyelengg,,ral'<n l3el>lnja 
l'engha~llan Tetap, Tunjangan clan 
Operasional Pemerint.Rhan Pekon 

Pcnyediaan Penghasi.Jan Tctap dan 
'l\.tnianaan Pera.tin 
l3d,mitt Pc=wai 

Penghasilau Tetap & T unjangan 
Pcratin 

... <Rincio.n Obvek [lclania> 

Admimstrasi Ke.pendudukan, 
Pencatatan Sip~, Statistik clan 
Kea.rsi"'0 n 

Pclayanan adn1(nisu·<tt:-;i umum dm.1 
kependudukan (Surat 
Penga11tar /Pe.l»yMan h.'TP, Kartu 
K"luiu~ dill 
Hdanj .. BRr.;n<! dan Jasa 

Belanie Ja~a Honorarium 
<Rincie11 Obyek f:lelanja> 

Pelaksanaai1 Pembo.ngu 11a,1 P~koll 

SUMBF.:R 
DANA 

6 



2 J Pendidikan 
2 1 05 l'emban11unan/Rchabilitasi/ Peaingk 

atan Sru:anet Pret.rsarana 
Perpustakaau/T=ian Bacaan 
l'<kon/S.'Ul"""' ae1u;,.,,. 

2 1 OS 5 3 13el.inja Mod.-tl 
2 l 05 5 3 4 Belanja M1>«al Gedung dan 

l:.lru11,unan 
1 1 05 5 ~ 4 ... <Rin~fan Obvek Belanj,i> 

s Penanggulangan Bencaua, K~-<1daan 
Damrnt clan MenPckonk 

5 I J.'P.-t).:UlS!P1.Jlangan Bencana 
5 l 00 5 q P,nangi,,>1.llangan Bencana 
5 l 00 5 4 Belania TakTerduga 
b l uo 5 4 00 Belanja Tak Tcrduga 
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terdu S" 

dst 
JUMLAH BEi.ANJA 
SURPLUS / lnEFISIT1 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Pcnerimaan Pembiayaan 
6 l 1 SiLPA Tahuu Scuclumnva 
6 l 1 1 SiLPA Tahun Sebelumny,i 
6 2 Penge.luaran Pembiavaan 
6 2 1 Pcmbentukan Dana Cadan~an 
6 2 2 1 Pembentukan Dana Caoangan 

dst 
SEUSIH PGMBIAYMN 

...................... , ........................... 20 .... . 

Pe.rat.in, .................. . 

( ...................... , ............... ) 
Cata pc::ng.i::iian; 
Kolou, 1 diisi berdasarkan kla.siftkasi Didang Kegiatan: 

a. bidang: 
b. Sub Bidang: clan 
c. kegiatan. 

Kolom 2 diisi bcrdasarkan Jdasifikasi ekonomi Lcrdiri dari f.,..ndapat."'1 , I l~l•aja <Ian Pembiayaan: 

.Ba¢an petld3p.-i<:.:Jn diiui; 
a. P,.,ndapatar1; 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapAt.At1 ; tlAn 
d. obyek p~tulAJ)Al'A-n. 

O~M Oe1·mja d.1..,J; 
a. belan_ja; 
b. jenis belanja (disesuaikM dengan je.nis keg:iacru'I); 
c. obyek belanja: dan 
d . rincian obyek b~lanja. 
Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pembiayaan; 



Kolom3 
Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom6 

I 

b. Kelompok pembiayaan; dan 
c:. jenis pembiayaan. 

diisi uraian Pendapata11, Aelanja dan J>embiayaan (Lihal Lampir,m A Per-rueodagri lni) 
diisi dcngan jumlah anggaran yang ditetapkan 
diisi dengan realisasi anggaran yang diguna.kan 

: diisi su mher Dana diisi den.gan Sumber Dana yang digunakan dalam kcgiatan 

(kolom 1.c) terkait 

1 



T.2. Formal Laporan Keuangan 

LAMPIRAN I 
PERATURAN PEKON 
NO MOR ... .. TAHUN ..... 
TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNOJAWABAN RW\LISASI APB 
PEKON 

Laporan Keuangan 
Pemerintah Pekon . ........... .... .... .. . 

Kecamatan .... . ......... ...... . 
Kahupaten .............. ... .. .. . 

Tahun Anggaran 20 ..... ....... . 

Dafw lsi 

I Laporan Realisasi APBDes 
/wlarnan. 

IT Catalan Alas Laporan Keuangan 
A. lnformasi Umum 
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 

1 Rekonsiliasi SILPA <Jan Kas 
2 Pendapatan Asli Pekott 
3 DanaPekon 
4 Baglan dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 
5 Alokasi Dana Pekon 
6 13antuan Keuangan Propin ai 
7 Sanluan Keuangan Kabupaten/kota 
8 Pendapar,an Lain lain 
9 Belaja Bidang Penyek;nggarnm1 pemerinlan Pekon 
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 
# Relanj:i Ri<lnng P~mhinaan Kemasydratan Pekon 
# BelanjnBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Pekon 
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, D,arurat dan MenPekonk Pekon 
# l:lelanja Pekon dalam Klasiiikasi Ekonomi 
# Belanj:, Pckon dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 
# Pembiayaan 
II Asct ~kon 
# Pcnyertaan Mada.I Pekon 
# ....... . 

Lampiran 
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Pel<on 
Latnpiran 2 - ................. ......... ..... . 

X 

X 

X 

" 
X 

X 

X 

K 

" X 

X 
)( 

X 

X 

)( 

X 

X 

" 
X 

X 

X 

X 

" 
X 

X 



T.2.a. Format Laporan ~-ilis.asi APBl>ekon 

(,APORAl'I REALlSASJ APBPEKON 
PEMERINTAH PEKON ,_ •. ,, ....... .. 

Kecamatan ... ............ . 
KabuJ)Bt.en , .•... , .... .............. , 

TAflUN ANGGAR/\N 20 ............ . 

Ref 

PEND/\P'NJ'AN 
Pemktpatan A:s1i PeJcon C.2 
Pe.ndapatrut. Trru:lf.:ier 

Dana. Pckon C.3 
Bag:ian dr basil pajak dim R<:trihuRi n~rnb C.4 
Alokalii Dana Peko11 C-5 
Bao.luau KeUWJgHn Propinsi C.6 
B<.tnlm,m Kou.an.gen K.ahupateu/kota C.7 

Pendapatart L&in lain C.8 
JvMJ.AH PENDAPATAN 

BELANJA 
Bll.JimS" Pcnyt~lcngga:caan pemerim:ah Pekon C.9 danC15 
Bidang f\i!-1.aksana;m Pemba:J1gUDan Peko11 C. t O d•11 Cl5 
Bidru,g l'embio.1'lll K"""1:lyar..,,.n Pr.Jam C.11 dan ClS 
Bid;,"8 l',,mberdayaan M"".yldakSll Pelcon C.12 <Ian ClS 
Bidaog Penangulangan Bencana, Kea.eta.an Dantrat da:n C. l3 d:m Cl5 
J,,fonPckonk f>ekon 

J\.:MLAH BF,l.At,!,IA C.M 
SURPWS/(DEFISIT} 

PEMBlAYAAN C.JS 
Penerimaan Pembu:Wa.ru, 
I'engt-luuran Pembisya.a:n 

Pf.:M 8JAYAAN NETTO 
SH.PA 'l'Af!UN llERJALAN 

xxx.~ 

X.'t.~.X.X."C 

!OOC. )Qt~ 

xxx.xx,: 
XXX.>.?QC 

:oQt..'CX.~ 
xxx...x.,.;:s 

X.X."OC.X,OC 

X.'CX.llX 

xxx . .xxx 
xxx.~ 
~'(.'°°' 
JOCK",XKK 

.S.X."ICX.XXX 

xx.xxx 

xxx..tti<. 
xxx..xxx 
xx.xxx 

XXX 

Realisas-i 

10CX."'---<-"t 

x;x,.:,x:,o; 

X.'CL\:XX 

== 
XX."-'.XX:." 
X."<X.XX-.'I: 
xxx.xxx 

x.xxx.xxx 

xxx.xxx 
XXX.XX); 

xxx.xx.." 
n..'X.X.'L, 

XX.<.JCO< 

x-.xxx.x::x,.: 
xx.xxx 

x.u.xxx 
xxx:xx~ 
xx.xxx 

XX)( 

(tcbih)/ 
kurang 

""" 

""" :<XX 

""" 
""" A""O< 

""" X.loo( 

= 
XXX 

XXX 

"-"" 
""" 

X.JO.X 

xx 

x,.,. 
lC'O( 

xx 
XXX 

Llhat CJ'l.t{lt.'Ul Arn.& Ln.ponm Keuangan :;e.ny, menlp;lk;.i* h~gfrm y•ltlg_ tidak tcrpisa.hk.an dari lapOl"an keollngrm 



T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Kcua,,gan 

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pekon ............. , Kecamatan 
............ , Kabupaten ................. Tahun Anggaran 20 ......... .. 

A. lufonnasi Umum 
Pemerintah Pekon ABC mernµakw1 Peko11 di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Se,.u...; dengiill Keput\ls:in 
Bupati No .......................... Tanggal ...................... saat ini .kepengurusan Pcmerintiilu,n Pekon ABC 
1 . Peratin : XXXX.X 
2. Sekretaris Pckon : YYYYY 
3. Bendahara Pekon : Z:Z:.Z:Z:Z 
Kantor Pemerintahan Pekon beral.8.rnat. di ............... ........... ...... Pekon ABC. Kccamalan KL.IVI. Kabupaten 

B. Dasai· Penyajian l,aporan Keuangan 
Laporru1 Keunngnn Pekon berupa Laporan Rcalisa..i APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. 
Pcndapa!an dicatat pada saat kas diterin1.i di Bank at.au J<as clan Bclanja dicalal pada saat leas dikeluarkru, 
dan te)ah bersifat tlermitif. 

C. Rindan Pos Laporan Kcu..agan 

I 

l. Rckcmsiliasi SJLPA dan Kas 

SILPA tahun anggaran 20xl 

Mutasi Potongan Pajak 
. Saldo Awru Periodc Potongan Pajak yg belum disetor kP. Kas Negarn 
. Penerimaan Potonga11 Pajak tahun anggaran berjalan 
• Setoran Pajak ke Kas Negara sc lama I.a hun anggaran be1jalan 
• Saide Akhir Periode Potongan l'ajakyg belum disetot ke Kas Negara 

Sal do Kas per 31 Desember 2(}x l 

2. Pcndapat.an Asli Pekon 
Pendapotnn Asli Pekon terdiri dari: 

Pendapatan AsJi Pekon terdiri dnTi: 
a. Hasil Vsaha 
b. Hasil Aset 
c. $\1.?;,rt~);-;:t. p;:imsipasi ~ cinn Gotong Roy011g 
d, Lai11-lain PAUes yang sah 

3. Danal'ekon 

Angg"ran 

xx.-ic.:;o:x 
xxx.xxx 
XXX.X'X)( 

=·= 
XXX.:IQCX 

XXX 
XXX 

(XXX) 

Rcalisasi 

xx:x.xxx 
xxx.xxx 
XXX.X.'<X 
XX.."'<.XXX 

xxx.x:xx 

XXX 

XXX 

x.xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

JOO< 

= 
Xl0< 

XXX 

><XX 

Dana Pekon merupakan penerimaan Pekon yang diperoleh dal'i APBN. Jumlah penerimaan Dru1a. Pekon 
selama tahun anggaran 20xl adalah sebagru berikut: 

Anggaran Realisasi 
(L<:bih)/ 
kw-an~ 

TaJiap 1 )QU(.XX.X xx.x,.xxx XXK 
Ta.hap 2 xxx.xxx =·= XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

4. Bagian dari ha;;il J><\iak dan Relril>usl 1J«entl1 
Pene1imaan Pekon yang berasal dari l:!agian dari hasil pajak d"n Retribusi Daerah .ttdajah 8i,bag!,!,i 

Tahap 1 
Ta.hap 2 

5. Aloka:si Dru1a l'ekon (ADD) 

/\Jlggaran 

XXX.JtXX 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
){J(X.XXX 

Re'-lisasi 

xxx..x._xx 

XX'X.XXX 

Penerimaan Pckon yang berasal dari Alokasi Dana Pekon (ADDI adalah sebagai heikut: 

Tal-iap ,l ! 
Tahap;:/ 

1 
~ -XXX 

xx:x.xx:x 

(Lebih)/ 
kurang 

x.xx 
XXX 

XXX 

(Lebih)/ 

kurang 
x.xx. 

= 



xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xx.x XXX 

6. Bantuw, Keuangan Propinsi 
Penerimwm Pekon yanjl, bel'asal dan Ba.ntllilll Keurui_1sd.llPmpinsi ... ........ adalah sehagal ~h~e,~ik~u~t~-'----

7. Bantuan Keuangan l<a bu paten/kot.a 

Anggaran 

x:oc.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

xxx.xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

XXX 
XXX 

XXX 

Penedmaan Pekon yang berasal dan Bantuon Keuangan Kahupaten/Kota ... ..... ... adalah~.'llll.!!J .... __ _ 

8. Pendapatan Lain-lain 
Pcndapal:an lain-lain lcrdiri dari: 

l'enel'imaan clarl hasil kerjasama antar Pekon 
Pcnerimaan dari hasil kerjasam:a Pckon dcagan pihak 
ketigo 
Pcncrimaan dari banlu.ttn perusahaan yang bcrlokasi di 
Pek.on 
llibah dan sumbangan dari pihak ketiga 
Koreksi kesalahaa belanja tahun-fahu.n anggaran 
sebelumnyo Y""g mengokibotkan penerimaan di kas 
Pekon 
Dunga bank 
Lain· lain pend a pa tan yang sah 

9. Belanja • Bidang Pcnyclcnggaraan Pemcrint<lhan Pekon 

Ariggaran 

xxx.xxx 
XXX,X.X.'( 

XXX.l<.X.'< 

Anggamn 

xx,;.l!XJ( 

XXX.XX..'C 

XXX,l!X.1( 

=-= 
:\?...'-.XXX 

.'<XX.XXX 

== 
=·= 

Belanja unluk Bidang Penyclcnggara,m Pemerintahan Pekon lcrdiri dari: 

Anggaran 

Bc.Janja Pegawai xxx.xxx 
Belanja Ba.rang dan Jasa xx.x.xxx 
Belanja Modal x:xx.x:xx 

xxx.xxx 

10. Belanja - Bicla.ng Pembangunan Pekon 
Belanja untuk Bidang P<-mbangunan l'ekon tcrdiri dari: 

Anggaran 

Be!anja Barang dan J,1sa ,oqt.;qx 

Belanja Modal JOO<,,OOC 

xxx.xx~ 

l L Belanja - Bidang Pem bin,\<m Kemasyarat.an Pekon 
Bel>u1ia uutuk l3idang Pembu1a,u1 Kemasyarakatru1 Pekon terdlri dari: 

Oe1anja Darang dan Jasa 
Belanja Modal 

l2. Belanja - Bidang Pcmbcrdayaan Masyarakt<t Pekon 

Anggaran 

xxx.xx..x 
XX."( .. "{X.'( 

xx:s.xxx 

Belanja unluk Didari_r.; Perberda.yaan Masyaral<at Pckon tcrdin dari, 

AnJ(g,u-,m 

r::----- . J¥JanJa. B"rang d.an Jasa xxx.rn 

Realisasl 

XXX,XX.."t 

xxx.x...x.~ 

Realisasi 

:Qa'.KN..X 

xx:x.-,ocx: 

XXX ,XJ<.'( 

~ -XXX 

= ·= 
=·= 
X.XX.X.X.'( 
X'XX,,o{,.'X' 

Realisasi 

=·= 
x:xx.xx.x 
xxx.xx.,c 
:xx.x.xx..x 

Realisasi 

~.xxx 
= ·= 
X'X.R,XXX 

Realisasi 
XX..'!(,XXX 

xx..x ... xx.x 
xxx.xxx 

=·= xx,cxxx _ f JL.~µjr.,, Modal xxx.ioot 
1--:f-:-',_, _ ·· ' , ._Jr.r. xx..""<.xxx xxx.~" 

113. elm,· , - l3itlw~ Pena.ngulaogao Hencona, Kearlaan Darurat rum MenPekonk Pekon 

(Lcbih)/ 
kurang 

(Lchib)/ 
ktuang 

n;ehih)/ 
ku!'ang 

(Lcbih)/ 
kurnng 

(Lebihi/ 
kurang 

(Lebihi/ 
kurang 

XXX 
XXX 

= 
XXX 

XXX 

= 

""" = ·= 
XX,'( 

x.&.X 

XXX 
XXX 

XXX 

XX)< 

)00{ 

XXX 

XXX 



' &l,ima tahun angga.ran 20xl, 1-'emerintahan Pekon melakukan penanggulangan bencana dan keadaan 
darurat sebagai berlkut 

J\ugg&J-atl 

14. Belm1ja Pckon dalam klasiflkasi ekonomi 
,J umlah bclanja dalrun klasifikasi ekonomi adalah sebagu; berfkut. 

Bclanja Pegawal 
Pcnghasilan 'J'etap dan Tunja11gnn Peratin 

?enghasilan 1'et.op dan Tunjangnn PerongkatPekon 
Jaminan KMehatan Peratin dnn Perangkat 
Pek<m 
Tunjangan LHP 

Selan.la 8a.1·allg dao Ja.sn 
Bel;u1j>< B,u·=g Perk.ugkapw1 Kw1tor 
Belanja Jasa Honorarium 
Bc:lanja Opcrasional Aparatur Pckon 
Belanja Jasa Sewa 
Belanja Operasional Perkantoran 
Belanja Pemeliha.raan 
Bclanja Barang dan ,Jasa yang Di!:erahkan kepada 
Masyarakat 

Belanja Modal 
Befanja Modal Pcngadaan Tanah 
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alai Berat 
Bclanja Modal Kemlar-aan 
Belnnja Modnl Gedung don Bangunon 
l.lel;inja Modal Jalnn 
Oelonj,1 Modal Jembatan 
Bclw1ja Modal lrigasiJEmbung/ Air Su..-,gai/Drainasc 
Delan,ia Modal Jaringan/lnstalasi 
Belanja Modal lainnya 

15. Belanja Pekon dttlam klasift1msi Sub Bidnng (Fungsi) 

Ri<1;1ng Penyefenggaraan pemerint a-hAn 1-l~kon 

Suh 1-!irlang l'-,nyel•nggnralln l:Jelanja Penghasllan 
Tetap. Tunjaagan dan Upcrasional Pcmcrintahan 
Pekon 
Suh Dida.ng SarR.IlA dan Prasa.rana Pemerintahan 
Pekon 
Sub Didang Admlnistrasi Kependudukan, 
Pencnto:tan Sipil, Statistik dnn Kearsipon 
Suh Bidnng Tnw Praja Pemerint.ahan, Perencru11wn, 
Keuangan dan Pelapornr1 
Sub Bidang l'e,·tanahan 

Bidang PcmbaJ18unM Pekon 
Sub Bidaug Pendidikan 
Sub 13idang Kl!sehatan 
Sub Bidang PekerjQrui Umum dan Penataan Ruang 

Sub Bidung Kawa.~ Perrnukimart 
Sub IJidang Kehutanan dru1 LingkW\S-,'lll Hidup 
Sub Bidai'lg Perhubungan, Komuaikasi, dan 
lnformalika 
Sub Bid,mg Energi dan Sumber Daya Mineral 
Sub Bidang Pariwisata 

ernbU)nlUl Kemnsya.rnta.n Pekon 
idong Ketenterruno.n, Ketertiban Umum, dan 
ungan Masyarakat 

Anggaran 

xx..x.xxx 

XXX,X."CX 

xxx.x:xx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

X.'CK.= 

X.~ll.JOO< 

xxx.xxx 
x.xx.xxx 
x,.xx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
x.xx.,o;.,x 
XX,.'{.X,CX 

xxx.xxx 
:IL'(,'<.)00{ 

X..¥,QC..XXX 

MX,XXX 

xxx.xxx 
X..'O{.X,.X)C 

Anggaran 

xx:s.xxx 

Xl!XXl:X 

XXX"'OO< 

x:xx.xx.x 

XXX.'O(.X 

xxx.xxx 

xx.x .. x .. xx 
::oo<.xxx 
xx,x.xxx 

= ·= 
XXX-'U'.X 

XX.X..X.X..'C 

XXX.JOO< 
xxx.xxx 
xxx.xxx: 

X.'<X .X>.!..'( 

Realisasi 

Reali...asi 

XX.X.X.'C.'C 

xxx.xxx 

xxx.x:xx 
xxx.xxx 
xxx..XX.'"< 

XXX.JOCX 

Xllll.lOO( 

X.'<X.XXX 

xxx.xxx 
l(XX.XJCX 

XX..'<.XXX 

xxx . .xx:x 
xxx.x.xx 

.xxx.xx,;.-

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.:oo< 
XX-x.,ocx 

xxx.xxx 
XX."C.XX:X 
JCXX.X,).,.--X 

XX.'C-'DtX 

Reafo:.nsi 

XX."C.XJ<X 

xx.x.xx.x 

XXX.JC<X 

XXX.XX.'C 

XXX.X.'<X 

xxx.xxx 

xxx..x.xx 
~.xx., 
:,Q(X,XX..'< 

XX,X,)(XX 

xxx.xxx 
xxx.xx.x 

!'(XX.XX.'{ 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

,!CQ<.XX."< 

{Lebih)/ 
kurnng 

(Lebih)/ 
kurang 

(Lebih)/ 
kurat:!£ 

XXX 
XXX 
XXX 

= 
=~ 
XXX 

= = 
XXX 

XXX 

XXX 

= 
XXX 

ltX.'< 

XXX 

= 
"'°' 
XXX 

= 
XXX 

XXX 

XXX 

= 
XXX 

= 
,JOO< 

XXX 

XXX 

X.'<X 

)00{ 

.X.\{X 

XXX 

XXX 

"'°' = 
= x..xx 
XXX 

XXX 

XXX 

= 
= 



Sub U1dMg {(,ehuclayaan dan Ki:agamaan 
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
Sub 13idang Kelembagaan Masyamkat 

Belnnjn - Bido.ng Pemberdayaan Masyarakal Pckon 

Sub Bidong Kela.utan dan Peri.kanan 
Sub Bidang Pe,taninn dnn Peternakan 
Sub B idang Peni.ngkatan Kapasitas J\paratur Pekon 

Sub 13ida.ng Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Kcluarga 

Suh Hinang Kopernsi, Usaha Mikro Kccil dan 
Menengah (UMKM) 
Sub Hidang Duk-ungan Penanaman Modal 
Sub Bidang Perdagangan clan Perindustrian 

Belanja - Bidang Penangu.langan 13encana, Keadaan 
D:irurat dan MenPckonk Pckon 

Sub Bidang Pennnggulangnn Bcncann 
Sub Bidang Keadnan Darurnt 
Sub Bidang Keadaan MenPek<>nk. 

16. Pembiayaan 

xx.x.xxx 
=·= xxx.xxx 
x.x.x.xxx 

=·= 
lO<X.XXX 

=·= 
.lOO<J <KX 

XXX-'C".X 

l<.1<..'(.)(.'(X 

xxx.xxx 

=·= 

x.~x.x.xx 
xxx.xxx 
XXX.X>..'X 

x.x.x.x...xx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
X-c'OC.XXX 

xxx.xxx 

X..'OC.10CX. 

X.'OC.x:x:,( 

xxx.xx.x 

xxx.xx.x 

x.-..x.xxx 

=-= xx.x.xxx 
= ·= 

x.xx ... u.x 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Jum.lah nctto pcmbiayaan tahtm anggaran 20xl adalah scba.gai bcrikut: 

Pencrimaan Pcmbiayaan 
Pengeluaran Pcmbiayaan 

~nti:rfmAAn PP.mhi;:iyaan f.P.rciiri c1Ari: 
1. S!LPA talmn any;,.aran scbelumnya 
2 . Pencairan Dana Cadan.gan 
3 . Hasil ?cnjualan Kckayaan Pckon yang dipisahkan 

Pengeluiilran Pembiayaan terdiri dari, 
1. Pembentukan Dana Cadangan 
2 . Penyertaan Modal Pekon 

17. Aset Pekon 
Perolchan asct Pckon a.dalah acbagai. bcrikut, 

TMah 
Peralatan, Mesin, dan Alal Bera! 
f(endaraa n 
Gedung den Bangunan 
Jruan 
,Jembatan 
lrigasi/Embung/Ai.r Sungni/Drnfnase 
Jaringan / lnst.alnsi 
Asel Tet.ap Jainnya 
Konstruksi dalam Peng,o.rjaa11 

J\nggara.'1 

X.XX.XXX 
X..'C."'t.XXX 

l<X.'<.lCXX 

XXX.JO(){ 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
x.xx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

20x0 

=-= 
XXX-lOCX 
.x..xx.xxx 
xxx.xx:x 
xxx.xx:x 
XX.'<.XXX 

xxx.x:x..x 
XXX.XK'X 

X.'<X.XJQ< 
xxx.xxx 

Realisasi 

X.'CX.XXX 

x.x.x..xxx 
XX.X.XXX 

xxx.xxx 
xxx.x.xx 
xxx.xxx 
x.xx.xxx 

XXl!.XXX 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

20xl 

X:XX.X..'{X 

"""·""" 
X.'<X.JOC! 

xxx..xxx 
.xxx.xx:x 
.lQO(.XXJ( 

xx.x.xxx 
KXX,XX.".: 

X~-.xx:,t 
x..-xx.xx:x 

xxx.xxx xxx.xxx 

(Lcbih)/ 
kurang 

X)O( 

XXX 

""" XXX 

XXX 

= 
XXX: 

:>00{ 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

= 
XXX 

XXX 

= 

XXX 

= 
JOO< 

XX.'i: 

XXX 
JOO< 

XXX 

XXX 

Pcnambahan/ 
(Penguranganl 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

X.X.."t 

= 
XXX 

XXX 

XXX 

XX.."< 

Rincian Asct Tetap dapat untuk masing-masing k!asill.ka,~i diatas dapat dilibot pado lnmpirnn .... 

18. Penyertaan Mocjal Pckon 
Pemsc1·laW1 .Modal Pekon pada BUMDcs adalah scbagai be~r=ik~u~l~--- ____________ _ 

20x0 20xt 
Pcnamba.han/ 
fPet1g!;!mngan~ 

BUMDesXXX :u.x.xxx XX.."t-""<XX X'A"X 

BUMDesYYY xxx-.xx:x x.~.xx.x. x:xx 
xxx.xxx =·= = 
xxx-.:-coc xxx.xxx l(X,C 



·- -



T.3. Formor Lapor,m R•A.li .. si K<gial"ll Akhir TahtUl 

LAPORANREALISASI Ii'.EOl/1.T,\l\ 
PF,RJOnF. 01 .J,;.NUAIU • 30 .JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANL:ARI. 3l_DESEMBER• 

PEKON 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PRO\~NSI 

KODF. 

REKENINC 

l 
a b r. 

Ket~'!'rulg~\n 
.. T'il_ih !l(d!l.h -t.n!u 

t:am I \·:r.glslan 1~,1,,111: 

URAl/\J\I l'i!\MAOUTPUT 

?. 3 

Jumlah 

Kolvm J. i.!Gi:u J l:'u;i_;m Kode Rl'l l$1:lnltl.f,. 6 1~Ung. Sub fljdru)g dan KegiMN.1' 
.a.. t )ntu.k. Kodc rokcmng llidfl.ng-
b KC'ldt:1 R~~ug Sub .Bid,IU'l.ii;; d~ 
c. Xt>~ ~~J<enin1. KeY,el'!.t:tn 

TAHtiN ANGGARAN 

!<ENCi.NA 

Volum~ Satuan An(,(gR.ran 
rRol 

4 5 6 

Kclow 2 diicii ~manld.at1.1r j0:ni$ kegiatan ae'bt1gaimfUlh l~t0:u!tunl dAJam Af:'BPc-kon ynng tebh :.i-it.aJr~nJu:i.n . 
Kulom 3 di.i.ei nru:na output dad kegjatau 
Kolont 4 ditl\i 1mlumr. k,-.gint.,,n ,-..·,mg rlin,.n1'AJ.tll'ln:1n 

Kolom S UUln "'mu,11..11 ~olume: 

Kulum6 
Kolm,, 7 
Knlnm R 
Ko3om9 
Kokim 10 
l<o1om 11 
Kohm 11 
l\obm 13 
kotQm 11 

-je1ob11tan/baneun,:m/Qoo-ang atAu yttng-aojenis =-unit 
j•'11Ul/irigui/ dt•ai1ma& "-Lau )'Mg !le-j1n1.~ .. M 
kegiatan flO!l (isik - pakeL 

- dJI 
J.iitst d~nw,n jumlttb dana yarig dianggarkan.. 

:liiai rolun:e ksgif,.tan yang 1.£o:t-eal;15&ill. 
dil:ri a..,tuft.!.l Volume. 
dii5( rc"1,i$-~l ~rul ~•tu1g d!g.u:nakM_ 
diie.i <1~11gao progt<M J>~n tM.& cap..-..l."UL 
dfal cJ~•~n jutolW, p~1"Jgg1.ma.in DQJ'la hkmt lDC). 
diiin de n~n jn-nl!V1 l''l'>ggu.nM.tl AfokMi DA.oa Peko1l (ADD) 
d.ii&i <lisllSM jumltlh peu&,1Su .. 1.1.&uu tu•&wb.11 Jrui :,umbr: .. d;m;1 $Cl.run DD dm ADO 
diisl d&ngar: SUO!bangan/ S'A':id:'J~'~ rnt1..111·11r;d(;at rfon /nlnu rJhAlc I~ J'Mtg tidtut t-tu;.:uuk \lti'i8. 

OU1'Pl11' 
REALISJ\St 

VoJumt> Sflluan Anggar.,, 
/Ro) 

<,;apa,.an (~ij 

7 8 9 ID 

1.A \IPJRM, 11 
PeRATURAN ~£KON 
'.'lOMOR ..... 'l'AHUS ..... 
1'F.)JTANO 
LAl'()RAN PERTA~GGUNGJAWAJ3AN 
P..F,A/,JSA$1 APBJ'EKON 

D~n.a 

Pekon 
(l<p) 

11 

SUMDERDA.NA 

Alokasi Lain .. Oentu..k 
Dana 
Pekon Lain Lain 
(Hp) (l<p) 

12 13 14 

Pcratin 

11.d 

( .................... .......... ) 

', . ~ ~.(~-·- ,~, , 



• l _ , 

T.4. Ponnal Program Sektoral .. Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke. Pekon 

LAMPCRAN IT 
PERATURi\N PEKON 
NOMOR .. ... TAHUN .. . .. 
TENTANG 
LAPORAN PBRT/\NGGUNO,JAWABAN RRALlSASI APB 
PF.KON 

PROGRAM SEJCTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGR/\M L/\INNYA YANG MASU K KE PEKON 

. 
Pekon 
Kecamats.n 
Kabupaten 
Pro,~nsi 

. ........................ .... .. 

No. Program Jcnis 
Keuiatan 

Lokasi Volume 

PARAf KOORDI 

An •aaran 
Satuan Jurnlah Sumber Dana 

.............. ....... , .... ... .. ........ ..... ...... ............ ... ... .. 
Pemlin 

( .......... .. ....................... ....... ..... ) 

DUPATI LAMPUNG BARAT, 

PARLS 
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